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Pada era digitalisasi, segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh 
masyarakat akan berkaitan dengan perkembangan teknologi yang ada. Berbagai 
macam aktivitas masyarakat sudah mulai berkutat dengan teknologi-teknologi 
canggih yang melengkapi kehidupan sosial, budaya, maupun cara sesorang 
mendapatkan pendapatanya. Bisnis online merupakan suatu alternatif yang cukup 
berpotensi dalam mendatangkan keuntungan bagi pelaku bisnis. Bisnis dalam 
syariah Islam pada dasarnya termasuk kategori muamalat yang hukum asalnya 
adalah boleh (mubah). PT. Go-jek Indonesia adalah salah satu bisnis berbasis 
online yang banyak diminati oleh masyarakat umum. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif content anaylisis yang menggunakan teknik pengumpulan 
data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan terdapat kesesuaian dalam prinsip syariah pada proses kemitraan 
(syirkah) antara driver go-jek dengan PT.Go-Jek Indonesia dan terdapat hal yang 
kurang sesuai pada hal Surat Keterangan Kemitraan pada poin mengembalikkan 
atirbut perusahaan. Perlu adanya perbaikan mengenai SKK yang berlaku. Perlu 
adanya ruang untuk para mitra (driver) agar dapat menyuarakan pendapat 
Pentingnya menjaga keamanan dan kelangsungan operasional para driver dari 
adanya fake order. Maka dari itu perlu adanya inovasi-inovasi dalam menjaga 
sistem agar tetap aman. 
























Fikri, Muhammad. 2018. Conformity Analysis of Sharia Principles in the 
Partnership Process (Syirkah) between Indonesian Go-Jek Drivers and 
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In the era of digitalization, all forms of activities carried out by the community 
will be related to the development of existing technology. Various kinds of 
community activities have begun to dwell on advanced technologies that 
complement social, cultural, and way of getting someone's opinion. Online 
business is an alternative that has enough potential to bring profits to business 
people. Business in Islamic sharia basically belongs to the category muamalat 
whose original law is permissible (mubah). PT. Go-jek Indonesia is one of the 
online-based businesses that are in great demand by the general public. This study 
uses a qualitative approach to content analysis that uses data collection 
techniques through observation, interviews and documentation. The results of this 
study indicate that there is a conformity in the sharia principles in the partnership 
process (syirkah) between the go-to driver and PT. Go-Jek Indonesia and there 
are things that are not appropriate in the case of the Partnership Certificate at the 
point of reversing the company atirbut. There needs to be an improvement 
regarding the applicable SKK. There needs to be room for partners (drivers) to be 
able to voice opinions The importance of maintaining the security and operational 
continuity of the drivers from the existence of fake orders. Therefore it is necessary 
to have innovations in keeping the system safe. 
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1.1. Latar Belakang 
Pada era digitalisasi, segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh 
masyarakat akan berkaitan dengan perkembangan teknologi yang ada. Berbagai 
macam aktivitas masyarakat sudah mulai berkutat dengan teknologi-teknologi 
canggih yang melengkapi kehidupan sosial, budaya, maupun cara sesorang 
mendapatkan pendapatanya. Ekonomi digital merupakan sebuah ekonomi yang 
berbasis pada barang dan jasa elektronik dan diperdagangkan melalui 
perdagangan elektronik. Artinya bisnis dengan proses produksi dan manajemen 
elektronik dimana interaksi antara mitra dan pelanggan dilakukan melalui teknologi 
Internet dan Web. Konsep ekonomi digital muncul pada dekade terakhir abad ke-
20. Nicholas Negroponte (1995) menggunakan metafora pergeseran dari 
pengolahan atom ke bit pengolahan.  
Semakin banyak kegiatan pereknomian yang dilakukan melalui media 
elektronik atau internet. Banyak yang memperdagangkan jualan dengan sistem 
online (e-commerce) sebagai media transaksi (Ustadiyanto, 2001).Teknologi 
digital memiliki peran yang penting dalam memfasilitasi inovasi-inovasi bisnis pada 
berbagai macam bidang. Trend yang muncul secara significant pada inovasi bisnis 
model di Indonesia khususnya masih banyak yang belum memahami dan 
menerima transformasi digital dari dunia bisnis (Spieth, 2014).  
Perkembangan bisnis berbasis online di Indonesia masih dapat dikatakan 
sedikit. Dengan semakin maraknya perkembangan teknologi yang semakin 




















mendapatkan pendapatan akan tetapi masih belum diiringi dengan pemahaman 
dan pemanfaatan perkembangan teknologi yang ada.  
Gambar 1.1 Aktifitas Bisnis online di Indonesia 
Sumber: Data diolah GlobalWebIndex, 2018 
.Berdasarkan data yang didapatkan dari GlobalWebIndex mengenai 
aktifitas bisnis online atau e-commerce di Indonesia masih menujukkan sekitar 
45% dari masyarakat Indonesia yang sudah mengunjungi toko online dan mencari 
produk atau jasa dengan tujuan untuk membeli. Dimana sekitar 55% masyarakat 
Indonesia belum pernah mengunjungi toko online atau berbelanja online dan 
membuktikan bahwa masih banyak yang belum bisa menerima transformasi digital 
dari dunia bisnis.  
Menurut Endrico Yogaswara dalam M. Jun dan Cai, S (2014) Kemajuan 
teknologi khususnya pada sistem informasi telah dieksplorasi dan dimanfaatkan 
untuk meningkatkan layanan di dalam industri jasa secara umum dan dalam 
industri perbankan. Transaksi bisnis yang dilakukan makin banyak menggunakan 
alat elektronik. Dengan semakin majunya perkembangan zaman maka semakin 
berkembang pula model dan pola bisnis yang mengharuskan masyarakat untuk 




















lapangan pekerjaan pada sektor informal dapat menjadi alternatif untuk memulai 
bisnis dan menambah pendapatan.  
Menurut mardalis dan Hasanah (2016) bisnis dalam syariah Islam pada 
dasarnya termasuk kategori muamalat yang hukum asalnya adalah boleh(mubah) 
berdasarkan kaidah Fiqh “Al-Ashlu fil muamalah alibahah hatta yadullad dalillu ‘ala 
tahrimiha” (pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh, kecuali 
terdapat dalil yang melarangnya). Islam memahami bahwa perkembangan budaya 
bisnis berjalan begitu cepat dan dinamis, maka Islam memberikan jalan bagi 
manusia untuk melakukan berbagai improvisasi dan inovasi melalui sistem, teknik 
dan mediasi dalam melakukan perdagangan.  
Untuk mengarahkan dan menjamin kearah kemaslahatan dalam 
bermuamalah, telah disebutkan dalam landasan hukum jual beli yaitu Al-Quran, 
hadits, dan ijma’. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam firmannya 
yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 dan 282, serta An-Nisa ayat 29 berikut: 
ََل َِّذينََّٱ ُكلُونَّ
ۡ
ِبَّٰوا َٱيَّأ ُقوُمََلر  اَيَّ مَّ َإِل َّاَكَّ ُقوُمونَّ ب َُّطُهََل َِّذيٱلَّاَيَّ تَّخَّ ٰنَُٱيَّ ۡيطَّ ََلش َّ َ ٱِمنَّ ِ اََلۡمَّس  مَّ
إِن َّ  َ ن َُّهۡمَقَّالُٓوا
َّ
َبِأ ٰلِكَّ ِمۡثُلََۡلبَّۡيعَُٱذَّ
ِبَّٰوا َ ٱ ََلر  ل َّ حَّ
َّ
أ َُٱوَّ ََۡلبَّۡيعََّٱَلل َّ ر َّمَّ ِبَّٰوا  َٱوَّحَّ آءَّهََُلر  نَجَّ مَّ ِهََِۥفَّ ب  ِنَر َّ ةَٞم  وِۡعظَّ ۡمُرهََُۥفَّلَّهََُنتَّهَّىَٰٱفَََّۦمَّ
َّ
أ َوَّ لَّفَّ اَسَّ ِهَٱإِلَّىََۥَٓمَّ َّ ۡنَعَََّلل  ا َََّوَّمَّ
ُٰبَ ۡصحَّ
َّ
َأ ئِكَّ ٰٓ لَّ و 
ُ
ََلن َّارَِ ٱفَّأ ٰلُِدونَّ اَخَّ ٥٧٢ََُهۡمَفِيهَّ
Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai 




















maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka 
orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-
Baqarah: 275) 
ا هَّ ي ُ
َّ
أ ٰٓ ىَفَََّل َِّذينََّٱَيَّ م ّٗ سَّ ٖلَم ُ جَّ
َّ
َأ يٍۡنَإِلَّٰىٓ ايَّنُتمَبِدَّ إِذَّاَتَّدَّ  َ ُنٓوا ََِۡكُتُبوهُ َٱءَّامَّ َب اتُِبُۢ
ۡليَّۡكُتبَب َّۡينَُّكۡمَكَّ ۡدِل َٱوَّ َكَََّۡلعَّ بَّ
ۡ
لَّاَيَّأ َوَّ اتِب 
ُهَ ل َّمَّ اَعَّ مَّ َكَّ نَيَّۡكُتبَّ
َّ
ُ َٱأ َّ ۡلُيۡملِِلََلل  ِذيٱفَّۡليَّۡكُتۡبَوَّ
لَّۡيهََِل َّ ق َُٱعَّ ۡليَّت َِّقََۡلحَّ ََّٱوَّ َّ ب َّهََُلل  ۡيََۥرَّ ۡسَِمۡنُهَشَّ ۡبخَّ لَّاَيَّ انََّوَّ فَّنِنَكَّ َاَ 
ََل َِّذيٱ لَّۡيهِ ق َُٱعَّ لِي ُهََُۡلحَّ َوَّ َفَّۡلُيۡملِۡل َُهوَّ نَيُِمل َّ
َّ
َأ َّۡستَِّطيُع َي َلَّا ۡو
َّ
َأ عِيًفا َضَّ ۡو
َّ
َأ فِيًها ََِۥسَّ ۡدِل َٱب َٱوَََّۡلعَّ
يََۡۡستَّۡشِهُدوا  هِيدَّ َِمنَشَّ ِن
الَِ تَّانَِٱيَُّكونَّاَرَُّجلَّۡيِنَفَّرَُّجٞلَوَََّمَُۡكۡمهَفَّنِنَل ََّر ِجَّ
َّ











أ  َ لِهََِإِلَّىَُٰٓمٓوا جَّ
َّ
َأ ََۦ  ُطَِعندَّ ۡقسَّ
َّ
ٰلُِكۡمَأ َِٱذَّ َّ َلل 
اَبَّۡينَُّكۡمَفََّ تُِديُرونَّهَّ ةَّٗ اِضرَّ ةًَحَّ ٰرَّ َتِجَّ نَتَُّكونَّ
َّ




أ ةَِوَّ ٰدَّ هَّ ۡقوَُّمَلِلش َّ
َّ
أ َ وَّ ا ل َّاَتَّۡكُتُبوهَّ
َّ
َأ لَّۡيُكۡمَُجنَّاح  َعَّ لَّۡيسَّ
ۡعتَُ إِذَّاَتَّبَّايَّ  َ ۡشِهُدٓوا
َّ
أ فَّنِن َّهََُۡمَ وَّ  َ لُوا َِإَونَتَّۡفعَّ ِهيٞد  لَّاَشَّ اتِٞبَوَّ َكَّ ٓار َّ لَّاَيُضَّ َبُِكۡم َوَََّۥوَّ هَٱَت َُّقوا َٱفُُسوُقُۢ َّ َّ ل ُِمُكُمََلل  ُيعَّ ُ َٱوَّ َّ َُٱوَََّلل  َلل َّ
لِيٞمَ ۡىٍءَعَّ َشَّ ِ
٥٨٥ََبُِكل 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan 
janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, 
meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang 
berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri 




















jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di 
antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua 
orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa 
maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan 
(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu 
menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. 
Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan 
lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu´amalahmu itu), 
kecuali jika mu´amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, 
maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah 
apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. 
Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu 
kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan 
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 282) 
ا هَّ ي ُ
َّ




َتَّأ ُنوا َلَّا َِءَّامَّ ِٰطلَِٱنَُّكمَب َۡلبَّ
 َ َتَّۡقُتلُٓوا لَّا َوَّ ِنُكۡم  اٖضَم  نَتَّرَّ َعَّ ةً ٰرَّ َتِجَّ نَتَُّكونَّ
َّ
َٓأ إِل َّا
َ ُكۡم َإِن َّ نُفسَّ
َّ
ََّٱأ َّ اََلل  َبُِكۡمَرَِّحيمّٗ انَّ ٥٢ََكَّ
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 
dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa: 29) 
Islam mengajarkan kepada pemeluknya berusaha atau berniaga dengan 
cara yang halal dan menjauhi yang haram. Sebagaimana hadits Al-Bazzar tentang 




















ُجِل بِيَِدِه َوُكلُّ  -صلى الله عليه وسلم-ُسئَِل َرُسوُل اللَِّه  أَىُّ اْلَكْسِب أَْطيَُب قَاَل : َعَمُل الرَّ
 بَْيعٍ َمْبُرورٍ 
Artinya: “Pekerjaan apakah yang paling baik/afdhol?” Beliau menjawab, 
“Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri(hasil jerih payah sendiri), dan 
setiap jual beli yang mabrur.” (HR. Baihaqi dan Al Hakim) 
Dalam ijma’ para ulama, menurut hidayat (2015) kaum muslimin telah 
sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Hal ini 
dikarenakan tidak ada penentangan terhadap ijma’ tersebut. Menurut Syafe’I 
(2004) ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa 
manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang 
lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya 
itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.  
Bisnis online merupakan suatu alternatif yang cukup berpotensi dalam 
mendatangkan keuntungan bagi pelaku bisnis.  Salah satu bisnis online yang 
cukup terkenal di Indonesia adalah Go-Jek. Go-Jek adalah salah satu bisnis 
aplikasi online yang bergerak dalam bidang transportasi dan memiliki banyak 
layanan lainnya (www.go-jek.com). Dilihat dari bentuk model bisnis yang terapkan 
oleh PT.Go-jek Indonesia adalah Business to Consumer (B2C) yang memfasilitasi 
konsumen untuk lebih mudah mendapatkan barang yang mereka butuhkan (Irianto 
dan Hidayat, 2016). Berdasarkan data yang didapatkan dari perusahaan analisis 
aplikasi mobile yaitu App Annie yang menunjukkan bahwa Go-Jek masuk 10 besar 























Gambar 1.2 Peringkat Aplikasi Terbaik 
No. App Name Developer/Company 
1 Whatsapp Messenger Facebook 
2 Facebook Facebook 
3 Instagram Facebook 
4 Line Line 
5 BBM BlackBerry 
6 Facebook Messenger Facebook 
7 Shareit Shareit 
8 UC Browser Alibaba Group 
9 Go-jek Go-jek 
10 Grab Grab  
Sumber: Data diolah App Annie, 2018 
Pentingnya jasa transportasi dalam menunjang perkembangan ekonomi 
adalah meningkatkan hubungan di antara manusia, yaitu pemilik barang dan 
pemilik kendaraan untuk menjalankan kerjasama yang sesuai dengan ajaran Islam 
secara transparan. Mulai dari proses informasi secara jelas dalam pelayanan 
tersebut sehingga dapat menciptakan hubungan antara produsen dengan 
konsumen secara efisien serta dapat mencapai persetujuan.  
Akad kemitraan dalam jasa transportasi online (Go-Jek) dalam hukum 
Islam sama halnya dengan akad musyarakah. Sebagaimana telah diatur dalam 
Fatwa DSN MUI nomor : 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang musyarakah atau bisa 
disebut syirkah. Dalam firman Allah Qs.Shad [38]: 24; 
…َ ِنَّ اَم  ثِيرّٗ َكَّ آءَِٱِإَون َّ َّاََۡلُخلَّطَّ لَّٰىَبَّۡعٍضَإِل  َ َل َِّذينََّٱلَّيَّۡبيِىَبَّۡعُضُهۡمَعَّ ِملُوا وَّعَّ  َ ُنوا ِٰتَٱءَّامَّ ٰلِحَّ َّ قَّلََِلص  يٞلَوَّ




















“…Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu 
sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-
orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah 
mereka ini…”  
Musyarakah sering dilakukan oleh nabi kepada para sahabatnya, 
sebagaimana dalam hadith disebutkan: 
“Musyarakah adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang 
yang berserikat di dalam modal dan keuntungan” 
Secara etimologis syirkah berarti al-ikhtilath (percampuran) atau 
perserikatan dua hal atau lebih, sehingga sulit untuk dibedakan (Mardani, 2013). 
Dalam kamus hukum, musyarakah berarti serikat dagang, kongsi, perseroan, 
persekutuan (Sudarsono, 1992). Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia, syirkah, 
musyawarah dan syarikah, dalam bahasa Arab berarti persekutuan, perkongsian 
dan perkumpulan. Sedangkan dalam istilah fiqh, syirkah merupakan suatu 
perserikatan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu 
usaha bersama dengan tujuan untuk mendapatkan laba (Nasution, 1992). 
PT. Go-jek Indonesia adalah salah satu bisnis berbasis online yang banyak 
diminati oleh masyarakat umum. Hal tersebut dikarenakan banyak manfaat yang 
dirasakan dari berbagai pihak baik dari mitra itu sendiri maupun lingkungan sekitar. 
Berdasarkan hasil penelitian dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia 
mengatakan sebanyak 94% mitra UMKM merasa Go-Jek memberlakukan mereka 
secara setara-diuntungkan. Dengan terjalinnya kemitraan antara driver Go-Jek 
dengan PT.Go-Jek Indonesia juga memberikan dampak terhadap penekanan 
pengangguran dengan memperluas kesempatan kerja yang dapat terbukti dengan 




















78% mitra pengemudi memiliki tanggungan.  Dengan meluasnya kesempatan 
bermitra dengan PT.Go-Jek Indonesia, maka perlu dilakukan penelitian untuk 
mengetahui kesesuaian hukum secara syariah di dalam kemitraan yang 
dijalankan. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengangkat judul penelitian 
mengenai “ANALISIS KESESUAIAN PRINSIP SYARIAH PADA PROSES 
KEMITRAAN (SYIRKAH) ANTARA DRIVER GO-JEK DENGAN PT. GO-JEK 
INDONESIA”. 
 
1.2. Fokus Penelitian 
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat disusun 
rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu “Bagaimana Kesesuaian Prinsip 
Syariah Pada Proses Kemitraan (Syirkah) antara Driver Go-jek dengan PT. Go-jek 
Indonesia?” 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui Bagaimana Kesesuaian Prinsip Syariah Pada Proses 
Kemitraan (Syirkah) antara Driver Go-jek dengan PT. Go-jek Indonesia. 
 
1.4. Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya 
sebagai berikut: 
1. Manfaat Praktis 
a. Bagi perusahaan bisnis kemitraan berbasis online, penelitian ini 
diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi dan masukan 
dalam kontrak kerja sama antara pihak satu dengan lainnya yang 




















b. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat menambah 
informasi dan masukan yang terkait dengan pelaksanaan tata cara 
kemitraan sesuai dengan ketentuan prinsip syariah Islam.  
2. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan 
pengetahuan peneliti tentang pelaksanaan kemitraan pada suatu 
kontrak kerja, khususnya kesesuaian dengan prinsip syariah. 
b. Untuk menambah koleksi dan pengetahuan bagi mahasiswa maupun 
masyarakat luas serta sebagai salah satu acuan dalam melakuakn 
penelitian berikutnya yang masih terkait dengan konten-konten di dalam 
penulisan skripsi ini.  
c. Sebagai penerapan ilmu dan teori-teori ekonomi yang didapatkan di 
bangku perkuliahan dan membandingkan dengan penerapan ataupun 




























2.1. Konsep Syirkah 
Pada sub bab Konsep Syirkah akan membahas mengenai pengertian 
syirkah dan landasan hukum syirkah 
 
2.1.1 Pengertian Syirkah 
Syirkah adalah salah satu bentuk kerjasama dengan rukun dan syarat-
syarat tertentu, yang didalam hukum positif disebut dengan 
perserikatan/perkongsian dagang (Haroen, 2000). 
Menurut Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang di kutip 
oleh Bank Indonesia Syirkah atau Musyarakah adalah saling berkerja sama, 
berserikat, berkongsi, bermitra (cooperation, partnership); pembiayaan dilakukan 
berdasarkan akad yang telah disetuju oleh kedua belah pihak atau lebih untuk 
suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memiliki andil dalam modal 
dengan ketentuan bahwa profit yang didapat akan dibagi berdasarkan nisbah bagi 
hasil yang telah disepakati. Begitu pula dengan kerugian yang ditanggung oleh 
para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha.  
Dalam Muslich (2015) yang mengutip kamus Al-Mu’jam Al-Wasih 
mengatakan bahwa “Syirkah adalah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk 
melakukan suatu perbuatan bersama-sama”.  
Secara etimologis syirkah berarti al-ikhtilath (percampuran) atau 
perserikatan dua hal atau lebih, sehingga sulit untuk dibedakan. Dalam kamus 
hukum, musyarakah berarti serikat dagang, kongsi, perseroan, persekutuan 
(sudarsono, 1992). Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, syirkah, musyarakah dan 




















Sedangkan dalam istilah fiqh, syirkah merupakan suatu perserikatan atau 
perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha bersama 
dengan tujuan untuk mendapatkan laba (Nasution,1992). 
Syirkah merupakan sebuah konsep yang dapat  menjadi  sebuah resolusi 
suatu permasalahan didalam permodalan. Secara prinsip Islam menyatakan 
bahwa segala sesuatu yang dimanfaatkan bersama atau orang lain berhak untuk 
mendapakan kompensasi yang saling menguntungkan, baik terhadap barang, 
tenaga atau barang sewa. Akan tetapi Islam menolak dengan tegas adanya 
kompensasi berupa bunga (Chapra, 1999). 
Syirkah atau juga sering disebut dengan syarikah adalah suatu 
perserikatan dalam islam yang memiliki prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. 
Secara prinsip syirkah berbeda dengan model perserikatan dalam sistem ekonomi 
konvensional. Yang menjadi dasar perbedaan dari syirkah dengan perserikatan 
konvensional tidak hanya terletak dari praktik Bunga saja, tetapi juga memiliki 
perbedaan dalam hal akad pembentukan transaksi, operasionalnya maupun 
pembentukan keuntungan dan tanggungjawab kerugian (Faruq, 2000). 
Menurut Kompilasi Hukum Syariah (KHES) pasal 20 ayat 3 syirkah adalah 
kerja sama antara dua orang atau lebih mengenai permodalan, keterampilan, atau 
keyakinan dalam berusaha dengan bagi hasil berdasarkan nisbah yang telah 
disepakati oleh pihak-pihak yang terkait.  
Menurut Dewan Syariah Nasional Syirkah adalah suatu pembiayaan 
berlandasakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha 
tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan 
ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan 
kesepakatan. 
Secara terminologis terdapat beberapa pendapat dari ahli fiqih mazhab 




















Menurut ahli fiqih Malikiyah, syirkah adalah suatu kebolehan (perizinan) 
bertasharruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya tiap-tiap pihak 
yang saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasharrufkan harta/objek 
syirkah. Menurut ahli fiqih Hanafiyah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan 
oleh pihak-pihak yang berserikat dalam modal dan keuntungan. Menurut ahli fiqih 
Syafi’iyah, syirkah adalah suatu hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih 
pada suatu hal yang telah disepakati (Mas’adi, 2009). 
Syari’at telah membenarkan seorang muslim untuk menggunakan harta 
miliknya, baik itu dilakukan secara perorangan ataupun membentuk suatu 
kelompok kerjasama. Maka dari itu, Islam memebenarkan bagi mereka yang 
memiliki modal untuk melakukan usaha dalam bentuk syirkah, baik itu berbentuk 
perusahaan ataupun perdagangan dengan rekannya (AlQardhawai, 1993). 
Dari beberapa definisi yang telah dinyatakan dari berbagai pandangan 
maka dapat disimpulkan bahwa syirkah adalah suatu akad atau perjanjian antara 
dua pihak atau lebih untuk dapat bekerja sama dengan menggabungkan harta 
yang dimiliki untuk dijadikan sebagai modal, dimana keuntungan dan kerugian 
akan menjadi tanggungan bersama untuk semua pihak yang berserikat.  
 
2.1.2. Landasan Hukum Syirkah 
Dalam Ghazaly (2010) syirkah mermiliki kedudukan yang sangat kuat 
dalam Islam. Sebab keberadaanya diperkuat oleh Al-Quran, hadits, dan ijma’ 
ulama. Dalam Majid (1986) sesungguhnya dasarnya hukum syirkah adalah mubah 
atau diperbolehkan. Hal ini ditunjukkan oleh tidak dilarangnya praktik syirkah oleh 
baginda Rasulullah yang dilakukan masyarakat Islam pada waktu itu. Berikut ini 
























Terdapat dalam al-Qur’an Firman Allah surat An Nisa ayat 12 sebagai 
berikut: 
 
“…maka mereka berserikat dalam sepertiga harta…” (QS. An Nisa, 4 :12). 
 
Terdapat pula dalam al-Qur’an pada surat Ash-Shad ayat 24 sebagai 
berikut: 
 
“…sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu 
sebagian mereka berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang 
yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, dan amat sedikit mereka 
ini…” (QS. Shad, 38: 24). 
Ayat diatas menjelaskan bahwa Islam telah membenarkan kita para 
manusia baik muslim maupun non muslim untuk melakukan perkongsian atau 
berserikat antar sesama dengan menggunakan sepertiga harta kita. Akan tetapi, 
sangat banyak orang-orang yang melakukan kezaliman kepada yang lain kecuali 
























b. Hadits  
Adapun hadits yang menjadi landasan untuk melakukan syirkah yang 
diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah S.A.W telah bersabda: 
 
 
 “Aku (Allah) merupakan ketiga dalam perserikatan antara dua orang, 
selama salah seorang di antara keduanya tidak melakukan pengkhianatan 
terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan pengkhianatan terhadap 
yang lain, aku keluar dari perserikatan antara dua orang itu”.  (HR Abu 
Daud dan al-Hakim dari Abu Hurairah). 
 
Imam al_bukhari meriwayatkan bahwa Abu Manhal pernah mengatakan: 
 
“Aku dan syirkah ku pernah membeli sesuatu secara tunai dan hutang. 
Kemudian kami didatangi oleh Barra’ bin Azib. Kami lalu bertanya 
kepadanya. Ia menjawab, “Aku dan Zaid bin Arqan juga mempraktikkan hal 
yang demikian. Selanjutnya kami bertanya kepada Nabi saw tentang 
tindakan kami tersebut. Beliau menjawab, “Barang yang diperoleh secara 
tunai, silahkan kalian ambil, sedangkan yang diperoleh secara hutang 
silahkan kalian kembalikan.” (HR al-Bukhari). 
 
Dari As-Saib Al-Makhzumi pernah meriwayatkan mengenai syirkah yang 




















“Dari As-Saib Al-Makhzumi: bahwa sesungguhnya ia adalah sekutu Nabi 
SAW sebelum Nabi diutus. Kemudian ia datan pada hari pembebasan kota 
mekkah maka Nabi bersabda: Selamat datang kepada saudaraku dan 
teman serikatku.” (HR Ahmad, Abu Dawud, Dan Ibnu Majah). 
 
 Dalam Hadits Abdullah bin Mas’ud meriwayatkan sebagai berikut (Al-
Kahlani, 1960): 
 “dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata: Saya sekutu dengan ‘Ammar dan 
Sa’ad dalam hasil yang kami peroleh  pada Perang Badar. Kemudian Sa’ad 
datang dengan membawa dua orang tawanan, sedangkan saya dan 
‘Ammar datang dengan tidak membawa apa-apa.” (HR An-Nasa’i). 
 
Syirkah boleh dilakukan antara sesama muslim, antara sesama kafir 
dzimmi atau antara seorang muslim dan kafir dzimmi. Maka dari itu, seorang 
muslim boleh melakukan syirkah atau perserikatan dengan siapa saja tanpa 
memandang agama, asal ataupun lainnya. Selagi apa-apa yang disyirkahkan 
adalah usaha yang sesuai dengan akad dan syariat yang telah ditentukan. Seperti 
dikatakan sebuah hadits oleh Muslim dari Abdullah bin Umar: 
“Rasulullah saw pernah mempekerjakan penduduk Khaibar-mereka adalah 
Yahudi-dengan mendapatakan bagian hasil panen buah dan tanaman.” 
(HR. Muslim). 
 
Dari beberapa hadits yang berkaitan tentang syirkah jelas bahwa syirkah 
adalah suatu akad yang diperbolehkan oleh syari’at Islam. Bahkan dalam hadits 




















sebelum Islam datang. Dimana setelah Islam datang kemudian akad tersebut 
ditetapkan sebagai akad yang berlaku dan diperbolehkan dalam Islam.  
c. Ijma’ Ulama 
Ijma’ menurut ahli ushul fiqh merupakan salah satu prinsip dari syariat 
Islam. Ijma’ adalah suatu kesepakatan mengenai permasalahan hukum Islam baik 
dinyatakan secara diam maupun secara nyata, dan merupakan konsensus seluruh 
ulama (Mujtahid) dikalangan kaum muslimin pada suatu masa setelah Rasulullah 
SAW wafat atas hukum syara’ mengenai suatu kejadian. 
Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa seluruh syirkah yang tercakup dalam 
syirkah uqud (yaittu syirkah inan, syirkah mufawadah, syirkah abdan, dan syirkah 
wujuh) mubah/boleh hukumnya, selama rukun dan syaratnya terpenuhi 
(Hasanudin, 2012). Menurut Imam Syafi’I semua syirkah mufawadah, syirkah 
abdan, dan syirkah wujuh adalah batal (tidak sah) hukumnya. 
Dalam konteks syirkah, Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mugni, yang 
dikutip oleh Muhammad Syafi’I Antonio dalam buku Bank Syari’ah dari Teori ke 
Praktik, mengatakan: “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi 
syirkah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat  dalam beberapa 
elemen darinya.” Akan tetapi berdasarkan penjabaran hukum yang dipaparkan 
diatas, maka secara tegas data dikatakan bahwa kegiatan syirkah dalam usaha 
diperbolehkan dalam Islam (Antonio, 2001). 
 
2.1.3. Rukun dan Syarat Syirkah 
Dalam melaksanakan suatu perkongsian ataupun perserikatan Islam harus 
memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan syariat islam. Menurut 




















tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau 
tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. 
Rukun syirkah merupakan sesuatu yang wajib ketika syirkah itu 
dilaksanakan. Menurut ulama Hanafiyah rukun syirkah hanya ada dua yaitu ijab 
(ungkapan penawaran melakukan perkongsian) dan qabul (ungkapan penerimaan 
perserikatan). Menurut Abdurahman al-Jaziri yang dikutip dalam buku fiqh 
muamalah rukun syirkah meliputi dua orang yang berserikat, Sighat, objek akad 
syirkah baik berupa modal maupun jasa. 
Pada umumnya rukun syirkah ada tiga yaitu: 
a. Sighat atau ijab qabul, yaitu pernyataan yang dikeluarkan dari masing-
masing pihak yang melakukan transaksi dan menunjukkan kehendak 
untuk melaksanakannya 
b. Orang yang melakukan akad yaitu dua belah pihak atau lebih untuk 
melakukan transaksi. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya 
minimal dua belah pihak bertransaksi. Dalam melakukan transaksi 
kedua belah pihak haruslah baligh, berakal, pandai dan tidak dihalangi 
dalam membelanjakan hartanya 
c. Objek akad yaitu modal dan bentuk pekerjaan. Syirkah merupakan 
suatu kerja sama yang mempertemukan para pemilik modal dan para 
penyedia jasa. Pada dasarnya modal dapat bentuk berupa harta 
ataupun suatu pekerjaan. Modal syirkah ini harus ada, maksudnya 
tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak 
diketahui asal usul dan kepemilikannya. (Djuwaini, 2008) 
Menurut Sayyid Sabiq rukun didalam syirkah yaitu adanya ijab dan qabul. 
Maka sah dan tidaknya suatu syirkah dilihat dari ijab dan qabulnya. Misalnya: aku 




















telah terima. (Sabiq, 1981). Maka dengan ini syirkah dapat dilaksanakan dengan 
syarat-syarat yang sudah harus terpenuhi. Berbeda halnya dengan pandangan 
Hanafiyah yang berpendapat bahwa rukun syirkah hanya satu, yaitu Sighat (ijab 
dan qabul) dengan argument bahwa Sighat-lah yang meweujudkan adanya 
transaksi syirkah. (Ath-Thayyar, 2014) 
Menurut Ustmani yang dikutip As-carya terdapat beberapa syarat yang 
harus diperhatikan dalam melakukan syirkah (Mardani, 2013), diantaranya adalah: 
a. Syarat Akad. Syirkah adalah suatu hubungan yang di bentuk oleh 
para pihak yang melakukan perjanjian/akad yang telah disepakati 
bersama, terbentuk beberapa syarat akad yaitu; 
1) Syarat berlakunya akad (In’iqod), 
2) Syarat sah akad (shihah), 
3) Syarat terealisasinya akad (Nafadz), dan 
4) Syarat lazim yang harus dipenuhi.  
Kedua belah pihak yang bermitra harus memenuhi syarat-syarat 
pelaku akad (ahliyah dan wilayah), akad harus dilakukan dengan 
kesadaran dan tanpa adanya paksaan dalam melakukannya.  
b. Pembagian proporsi keuntungan. Terdapat beberapa hal yang harus 
diperhatikan dalam pembagin proporsi keuntungan, yaitu: 
1) Kesepakatan mengenai nisbah bagi yang berlaku untuk kedua 
belah pihak yang berserikat harus disepakati di awal 
perjanjian/akad. Jika nisbah bagi hasil belum ditetapkan, maka 
akad tidak sah menurut syariah. 
2) Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing pihak harus 




















usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang 
disertakan.  
c. Penentuan proporsi keuntungan. Terdapat beberapa hal yang harus 
diperhatikan dalam penentuan proporsi keuntungan dari pendapat 
para ahli hukum Islam, yaitu: 
1) Imam Malik dan Imam Syafi’I berpendapat bahwa proporsi 
keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang ditelah 
ditentukan diantara pihak-pihak yang berserikat pada awal 
akad melakukan syirkah dengan proporsi modal yang 
disertakan. 
2) Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat 
berbeda dari proporsi modal yang disertakan pihak-pihak yang 
berserikat 
3) Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan 
dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Akan 
tetapi, pihak yang memutuskan menjadi sleeping partner. 
Proporsi keuntungan tidak boleh melebihi modalnya 
d. Pembagian kerugian. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap 
pihak yang berserikat bertanggung jawab atas kerugian sesuai dengan 
porsi investasinya. 
e. Sifat modal. Sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat bahwa 
modal yang di investasikan oleh masing-masing pihak haruslah dalam 
bentuk modal likuid. 
f. Manajemen Syirkah. Prinsip dari syirkah adalah setiap pihak yang 
mempunyai hak untuk berkontribusi dalam manajemen dan bekerja 





















Dalam Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab 
Syafi’I dijelaskan bahwa syirkah itu memiliki lima syarat, yaitu: 
a. Terdapat barang berharga yang berupa dirham dan dinar 
b. Pihak yang berserikat harus menginvestasikan modalnya dengan 
sama jenis dan macamnya 
c. Harta yang diinvestasikan oleh kedua belah pihak akan digabungkan 
menjadi modal bersama 
d. Masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan 
harta tersebut 
e. Resiko untung dan rugi menjadi tanggungan bersama 
Dalam kitab Kifayatul Akhyar syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika 
hendak melakukan syirkah (Bakrin, 1992), yaitu: 
a. Harta atau Modal yang disyirkahkan diukur dengan uang 
b. Modal atau harta yang diinvestasikan sama dalam hal jenis dan 
macamnya 
c. Harta yang diinvestasikan menjadi modal tersebut digabung sehingga 
tidak dapat dipisahkan antara modal yang satu dengan lainnya 
d. Masing-masing pihak mengizinkan untuk menggunakan harta 
tersebut 
e. Untung dan rugi yang diterima sesuai dengan jumlah harta atau modal 
masing-masing pihak atau sesuai dengan kesepakatan antara pemilik 
modal. 
Abdul Aziz Dahlan berpendapat bahwa dalam syirkah terdapat syarat-
syarat umum yang harus dipenuhi, yaitu: 




















b. Kejelasan proporsi pembagian keuntungan diantara masing-masing 
pihak yang berserikat 
c. Nisbah bagi hasil diambil dari keuntungan syirkah, bukan dari harta 
lain. 
Dari berbagai banyak perspektif yang membahas tentang syirkah. Hal 
terpenting yang selalu menjadi syarat dalam melaksanakan syirkah adalah akad. 
Karena pada akad itulah suatu kesepakatan dibentuk.  Pada dasarnya, secara 
garis besar syarat tiap-tiap akad transaksi memiliki batasan tertentu untuk 
menentukan hajad masing-masing pihak sehingga tidak perlu menambah syarat 
tertentu di luar syar’I. akan tetapi, tidak sedikit pula batasan yang ada tidak 
terpenuhi oleh pihak-pihak yang berakad sehingga membutuhkan syarat 
tambahan. Para ulama membagi syarat akad menjadi dua, yaitu: 
a. Syarat Syar’i 
Syarat syar’I adalah syarat yang berdasarkan sebab. Misalnya rajam adalah 
suatu hukuman bagi pelaku zina maka nikah adalah syarat wajib. Adakalanya 
syarat itu untuk sah secara hukum misalnya kesaksian dalam akad nikah, itu 
merupakan syarat untuk hukum agar pernikahan sah. (Zakiyu, 1965) 
b. Syarat Ja’li 
Syarat Ja’li adalah suatu syarat yang asal mulanya dari perbuatan dan 
kehendak manusia yang pada akhirnya menjadi suatu keharusan pada suatu 
akad(transaksi) yang berkaitan dengan syarat tersebut. Jika syarat tidak 
dilengkapi, maka akad pun tidak sah. (Abdurrauf, 1983) 
Pelaku akad adalah orang yang melangsungkan akad dan darinya pula 
keluar ijab dan qabul. Dalam menjadi pelaku akad terdapat beberapa persyaratan 




















memenuhi persyaratan dan dikatakan sah. Syarat-syarat orang yang dikatakan 
layak untuk berakad diantaranya: telah baligh dan berakal sehat. (Zaidan, 2008) 
Adapun Syarat-syarat dalam melakukan akad syirkah sebagai berikut 
(Zuhaili, 1989): 
a. Ucapan, tidak ada patokan atau indikator khusus dari kontrak syirkah. Ucapan 
dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Akad dianggap sah 
jika diucapkan secara verbal maupun secara tulis. Kontrak syirkah dicatat dan 
disaksikan. 
b. Pihak yang berkontrak, disyaratkan bahwa mitra harus memiliki kompetensi 
dalam memberikan dan diberikan kuasa perwakilan 
c. Objek Kontrak, yaitu harta dan usaha. Dimana harta yang digabungkan 
menjadi modal bersama harus lah sama dalam hal kualitas maupun kuantitas. 
Beberapa ulama memberikan kemungkinan bila modal berwujud asset 
perdagangan, perlengkapan, dan sebagainya. Bahkan dalam bentuk hak yang 
tidak terlihat seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya. Jika penggabungan 
modal dengan menggunakan harta tak berwujud maka, haruslah tetap diukur 
dahulu secara tunai dan disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Salah 
satu pihak juga dapat menangai pekerjaan lebih banyak dari yang lain, dan 
berhak menuntut pembagian lebih bagi dirinya.  
 
2.1.4. Berakhirnya Syirkah 
Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, para ulama fiqh mengemukakan 
pandangan mengenai hal-hal yang dapat membatalkan atau berakhirnya akad 




















a. Salah satu pihak yang berserikat mengundurkan diri, karena para ahli fiqh 
berpendapat bahwa syirkah itu tidak bersifat wajib dalam arti boleh 
dibatalkan 
b. Salah satu pihak berserikat meninggal dunia 
c. Salah satu pihak kehilangan kedudukan dalam hukum, atau menjadi gila, 
lupa ingatan, dan sebagainya 
d. Salah satu pihak yang berserikat murtad ( keluar dari agama islam) dan 
melarikan diri ke negeri yang sedang berperang melawa negeri muslim 
karena manusia seperti ini sudah dianggap meninggal dunia. 
Menurut ulama fiqh juga berpendapat bahwa hal-hal yang membuat 
berakhirnya akad syirkah secara khusus, apabila dilihat dari bentuk syirkah yang 
dilakukan, yaitu sebagai berikut (Dahlan, 1996): 
a. Dalam syirkah al-mufawadah, modal tiap-tiap pihak yang berserikat tidak 
sama kualitasnya, karena al-mufawadah sendiri berarti persamaan,  baik 
dalam modal, usaha maupun bagi hasil keuntungan yang didapatkan. 
b. Dalam syirkah al-amwal, akad syirkah dinyatakan batal jika seluruh atau 
sebagian modal syirkah hilang, karena objek yang disyirkahkan pada 
syirkah al-amwal adalah harta. Dengan hilangnya modal, maka berakhir 
pula syirkah tersebut. 
 
2.1.5. Macam-macam Syirkah 
Pada umumnya syirkah dibagi menjadii dua macam, yaitu syirkah amlak 
(kepemilikan) dan syirkah uqud/akad (kontrak). 
a. Syirkah amlak 
Syirkah amlak adalah suatu bentuk kepemilikan lebih dari satu orang 




















melalui warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang berujung pada 
kepemilikan. Dalam syirkah ini suatu kepemilikan antara dua belah pihak 
yang saling berbagi dalam asset atau modal yang dimiliki dan juga berbagi 
dalam hal keuntung atau profit  yang dihasilkan oleh asset tersebut. Syirkah 
amlak ini pun terbagi menjadi dua bagian, yaitu syirkah ikhtiari dan syirkah 
Jabari: 
1) Syitkah Ikhtiari (sukarela)  
 
“berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan benda dengan 
ikhtiyar keduanya” 
Syirkah Ikhiari adalah bentuk kepemilikan bersama yang 
disebabkan oleh tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua 
atau lebih orang sepakat untuk membeli suatu barang atau 
mendapatkan hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain maka benda-
benda tersebut menjadi harta serikat (bersama) bagi mereka 
bersama. (Suhendi, 2002) 
 
2) Syirkah Jabari (paksa)  
 
“berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilkan suatu benda 
secara paksa.” 
Syirkah Jabari adalah bentuk kepemilikan besama yang 
disebabkan secara paksa dan bukan dari kesadaran ataupun 




















diwariskan kepada anak-anaknya dan harta tersebut menjadi milik 
bersama bagi anak-anak tersebut. (Mas’adi, 2002) 
Para ahli fiqh mengatatkan bahwa kepemilikan syirkah amlak 
disesuaikan dengan hak tiap-tiap pihak yang berserikat dan bersifat 
sendiri-sendiri secara hukum. Dimana seorang mitra tidak berhak 
menguasai atau menggunakan harta milik mitra yang lain tanpa 
seizin dari yang bersangkutan. Karena semua pihak memiliki hak 
yang sama. 
b. Syirkah uqud 
Syirkah uqud terjadi disebabkan adanya kesepakatan antara dua 
orang atau lebih untuk bekerja sama dalam memberikan modal dan 
berbagi keuntungan dan kerugian. Syirkah uqud terdiri dari beberapa 
bagian (Mardani,2013), yaitu: 
1) Syirkah inan  
Menurut sayid sabiq, pengertian dari syirkah inan adalah 
sebagai berikut: 
“Syirkah inan adalah suatu persekutuan atau kerjasama antara 
dua pihak dalam harta (modal) untuk diperdagangkan dan 
keuntungan dibagi di antara mereka” 
Syirkah inan adalah suatu kerjasama antara dua orang atau 
lebih dalam hal permodalan untuk melakukan suatu usaha 
bersama dengan prinsip Profit Loss Sharing yang sesuai dengan 
modal masing-masing. Namun, apabila terdapat perbedaan porsi 
modal didalam syirkah tersebut maka pembagian porsi 
keuntungan dan kerugian diatur sesuai kesepakatan. 
Para ahli fiqh membuat sebuah kaidah mengenai 





















“Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai 
dengan modal masing-masing”. (mardani, 2013) 
Terdapat beberapa ketetapan syirkah inan yang berkenaan 
pada sektor bisnis yang dilakukan, pembagian hasil (laba dan 
rugi), dan kerusakan harta syirkah. Berikut ketetapan syirkah inan 
(Hasanudin, 2012), yaitu: 
a) Syarat pekerjaan  
Dalam syirkah inan dibolehkan kedua orang yang 
berserikat untuk menentukan kesepakatan kerja. Maka akan 
terdapat pembagian kerja antara pihak A dan pihak B yang 
saling membantu sama lain. Misalnya, pihak A membeli bahan 
baku dan pihak B mengolah dan menjual hasil usahanya 
b) Pembagian keuntungan 
Pandangan para ulama Hanafiyah, pembagian 
keuntungan bergantung pada besarnya modal. Akan tetapi 
menurut Hanafiyah selain Jafar, diperbolehkan pula 
keuntungan dan modal tidak sama antara pihak satu dan 
lainnya. Dikarenakan didalam syirkah, selain dengan harta atau 
modal dapat juga berkontribusi dengan memberikan jasa atau 
pekerjaan. 
Ulama Hanbilah dan Zaidiyah berpandangan sama dengan 
Hanafiyah, akan tetapi perbedaanya terletak pada perhitungan 
kerugian yang harus dihitung berdasarkan modal masing-





















c) Harta syirkah rusak 
Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah apabila terjadi 
kerusakan pada harta syirkah sebelum digunakan, atau pada 
salah satu harta sebelum dicampurkan, maka akad syirkah 
batal. hal ini dikarenakan yang disyirkahkan adalah harta. 
Namun, apabila terjadi kerusakan pada harta setelah 
dipergunakan atau dibelanjakan maka akad syirkah tetap 
berjalan, dan apa pun yang telah digunakan atau dibelanjakan 
menjadi tanggungjawab pihak yang berkongsi. 
d) Tasarruf (pendayagunaan) harta syirkah 
Masing-masing anggota perserikatan mempunyai hak 
untuk memperjualbelikan harta syirkah, karena dalam syirkah 
Inan yang berserikat memiliki dan memberikan izin kepada 
pihak lain untuk mempergunakan harta mereka, juga 
diperbolehkan untuk membelanjakannya secara tunai ataupun 
ditangguhkan. 
Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah harta syirkah yang 
diperjualbelikan tidak boleh secara tunai. Berbeda dengan 
pandangan Hanabila yang memperbolehkan keduanya. Akan 
tetapi pendapat yang banyak dipergunakan adalah harta yang 
diperjualbelikan secara tidak tunai. (Syafe’I, 2004) 
 
2) Syirkah Mufawadhah 
Mufawadhah dalam arti bahasa  adalah al-musawah, yang 
berarti “persamaan”. Didalam syirkah mufawadhah terdapat 
unsur-unsur persamaan modal, keuntungan, kesamaan hukum, 




















Dalam syirkah Mufawadhah terdapat dalam pasal 166 dan 
167 KHES yang menjelaskan bahwa pihak dan/atau para pihak 
yang melakukan akad syirkah Mufawadhah terikat dengan 
perbuatan hukum anggota syirkah lainnya. Dimana perbuatan 
hukum yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad 
syirkah Mufawadhah dapat berupa pengakuan utang, melakukan 
transaksi jual-beli dan/atau penyewaan. Hadu syirkah 
Mufawadhah ini tidak hanya untuk jual-beli saja melainkan dapat 
berupa pengakuan utang ataupun penyewaan. 
Dalam arti istilah, syirkah Mufawadhah didefinisikan oleh 
Wahbah Zuhaili dalam buku Fiqh Muamalat yang dikutip oleh 
Ahmad Wardi Muslich sebagai berikut: 
“Syirkah mufawadhah menurut istilah adalah suatu akad 
yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bersekutu 
(bersama-sama) dalam mengerjakan suatu perbuatan 
dengan syarat keduanya sama dalam modal, tasarruf dan 
agamanya, dan masing-masing peserta menjadi 
penanggung jawab atas yang lainnya di dalam hal-hal uang 
wajib dikerjakan, baik berupa penjualan maupun 
pembelian.”  
Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 
syirkah Mufawadhah adalah perjanjian kerjasama antara dua 
orang atau lebih untuk menjalankan suatu pekerjaan, dimana 
setiap pihak memiliki tanggung jawab atas pihak lainnya. 
Dalam melaksanakan syirkah Mufawadhah terdapat 
beberapa syarat-syarat dalam syirkah Mufawadhah yang harus 




















a) Sama dalam modal. Dalam syirkah Mufawadhah modal yang 
digabungkan antara pihak satu dengan lainnya haruslah 
sama. Jika modal salah satu pihak lebih besar dari pihak 
lainnya maka syirkah tersebut batal. 
b) Memiliki kewenangan yang sama dalam kedudukan hukum. 
Dengan begitu, jika diantara pihak yang melakukan syirkah 
belum dapat dikatakan dewasa/baligh, maka ia tidak sah 
dikatakan sebagai anggota perserikatan. 
c) Memiliki kesamaan dalam agama. Maka, jika salah satu pihak 
Bergama diluar agama Islam perkongsian tersebut dianggap 
tidak sah. 
d) Tiap-tiap pihak yang berserikat mempunyai hak yang sama 
dalam bertindak atas nama syirkah.  
Adapun ketetapan-ketepan khusus yang terdapat didalam 
syirkah Mufawadhah diantaranya (Syafe’I, 2004), yaitu: 
a) Pengakuan hutang, dibolehkan atas dirinya dan pihak lainnya 
b) Penetapan kesamaan hutang 
c) Harus ada agunan/jaminan 
d) Tiap-tiap pihak memiliki hak untuk menuntut segala aturan 
yang berkaitan dengan pembelian atau penjualan 
e) Segala hal yang tidak berkaitan denga syirkah maka tidak 
boleh diambil dari syirkah, seperti membayar denda, 
pungutan, dan lain-lain. 
Dalam pandangan Hanafiyah dan Malikiyah, syirkah 
Mufawadhah ini hukumnya diperbolehkan. Hal ini diperbolehkan 
karena banyak masyarakat terdahulu yang menggunakan syirkah 




















Berbeda dengan menurut Imam Syafi’I yang tidak 
memperbolehkan melakukan syirkah Muwafadhah, beliau 
mengatakan bahwa: 
“Apabila syirkah mufawadhah tidak dianggap batal, maka 
tidak ada lagi sesuatu yang batal yang saya ketahui di dunia 
ini”. 
Pada pandangan Safi’I syirkah Muwafadhah dianggap suatu 
hal yang sangat sulit untuk diwuudkan. Terlebih lagi, bentuk akad 
syirkah Mufawadhah tidak memiliki ketentuaan yang kuat dalam 
syariat dan hadits yang digunakan oleh Hanafiah merupakan 
hadits yang tidak shahih dan tidak dapat diterima. 
 
3) Syirkah Wujuh 
Syirkah wujuh adalah perserikatan antara dua orang atau 
lebih dalam membeli dan keduanya bertanggung jawab atas hal 
tersebut. Syirkah ini tidak menggunakan modal melainkan modal 
kepercayaan satu sama lain dan membagi keuntungannya sesuai 
dengan kesepakatan yang telah disepakati diawal. (Al-Fauzan, 
2005) 
Sayid Sabiq mendefinisikan Syirkah Wujuh sebagai 
berikut: 
“Syirkah wujuh adalah permbelian yang dilakukan oleh dua 
orang atau lebih dari orang lain tanpa menggunakan modal, 
dengan berpegang kepada penampilan mereka dan 
kepercayaan para pedagang terhadap mereka dengan 




















Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa syirkah 
Wujuh merupakan kerjasama tanpa menggunakan modal, mereka 
mengandalkan kepercayaan pedagang terhadap mereka. Dengan 
demikian transaksi yang dilakukan oleh pihak yang bekerja sama 
adalah dengan cara berhutang dengan para pedagang dan 
memperjual-belikannya kembali dan hasil penjualan tersebut 
dibagi berdasarkan kesepakatan. 
Menurut pandangan ulama Malikiyah dan Syafi’iyah syirkah 
yang seperti ini dianggap tidak sah. Hal ini dikarenakan menurut 
kedua pandangan tersebut yang disebut syirkah adalah sesuatu 
yang berdasarkan modal dan kerja/usaha, sedangkan kedua 
unsur tersebut tidak ada dalam syirkah Wujuh. (Sabiq, 2004)  
 
4) Syirkah Abdan 
Sayid Sabiq mendefinisikan syirkah Abdan sebagai 
berikut: 
“Syirkah abdan adalah kesepakatan antara dua orang atau 
lebih untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan 
upah kerjanya dibagi di antara mereka sesuai dengan 
kesepakatan”: 
Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa syirkah Abdan 
atau juga bisa disebut syirkah a’mal adalah suatu kerja sama 
antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha atau 
pekerjaan. Dimana, keuntungan ataupun kerugian dari usaha 
tersebut akan dibagi antar sesama mereka berdasarkan 
perjanjian. Syirkah abdan dinyatakan sah walau berbeda profesi. 




















hadis yang diriwayatkan Abu Ubaidah Dari Abdullah, ia berkata 
sebagai berikut: 
“Aku, Ammar dan Said pernah bersyirkah dalam perolehan 
bagian perang Badar. Lalu Said datang membawa dua 
orang tawanan, sedangkan aku dan Ammar tidak membawa 
apa-apa. (HR Abu Dawud, Nasa’I dan Ibnu Majh). 
Pembagian laba pada syirkah ini berdasarkan tanggungan 
bukan pada pekerjaan. Apabila salah satu pihak tidak 
mendapatkan pekerjaan, keuntungan laba tetap dibagi dua, 
sesuai dengan kesepakatan. Pernyataan ini memberikan 
pengertian bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing 
pihak yang berserikat dapat berbeda satu sama lain begitu pula 
dengan keuntungan dan kerugiannya. (Sabiq, 2004) 
 
2.1.6. Ketentuan Umum Syirkah  
Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 mengenai pembiayaan Musharakah (Syirkah), 
terdapat beberapa ketentuan umum mengenai hal tersebut, yaitu: 
1) Akad Syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk 
suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi 
dana/modal usaha (ra’s al-mal) dengan ketentuan bahwa keuntungan 
dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan 
kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. Syirkah ini 
merupakan salah satu bentuk Syirkah amwal dan dikenal dengan nama 
syirkah inan. 
2) Syarik adalah mitra atau pihak yang melakukan akad syirkah, baik berupa 




















dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak 
berbadan hukum (syakhshiyah I’tibariah / syakhshiyah hukmiyah/ 
rechtperson). 
3) Ra’s al-mal adalah modal usaha berupa harta kekayaan yang disatukan 
yang berasal dari para syarik. 
4) Syirkah amwal adalah syirkah yang ra’s al-mal-nya berupa harta kekayaan 
dalam bentuk uang atau barang. 
5) Syirkah ‘abdan/syirkah a’mal adalah syirkah yang ra’s al-mal-nya bukan 
berupa harta kekayaan namun dalam bentuk keahlian atau keterampilan 
usaha/kerja. Termasuk komitmen untuk menunaikan kewajiban syirkah 
kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau proporsional. 
6) Syirkah wujuh adalah syirkah yang ra’s al-mal-nya bukan berupa harta 
kekayaan namun dalam bentuk reputasi atau nama baik salah satu atau 
seluruh syarik, termasuk komitmen untuk menunaikan kewajiban syirkah 
kepada pihak lalin berdasarkan kesepakatan atau proporsional. 
7) Taqwin al-‘urudh adalah penaksiran baran untuk diketahui nilai atau 
harganya. 
8) Nisbah bagi hasil dapat juga disingkat nisbah adalah perbandingan yang 
dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha, 
baik nisbah-proporsional maupun nibah-kesepakatan. 
9) Nisbah-proporsional adalah nisbah atas dasar porsi ra’s al-mal para pihak 
(syarik) dalam syirkah yang dijadikan dasar untuk membagi keuntungan 
dan kerugian. 
10) Nisbah-kesepakatan adalah nisbah atas dasar kesepakatan (bukan atas 
dasar porsi ra’s al-mal) yang dijadikan dasar untuk membagi keuntungan.  
11) Syirkah da’imah atau Syirkah tsabitah adalah syirkah yang kepemilikan 




















syirkah dimulai sampai dengan berakhirnya akad syirkah, baik jangka 
waktunya dibatasi (syirkah mu’aqqatah) maupun tidak dibatasi. 
12) Musyarakah mutanaqishah adalah syirkah yang kepemilikan porsi ra’s al-
mal salah satu syarik berkkurang disebabkan pembelian secara bertahap 
oleh syarik lainnya. 
13) Kerugian usaha (al-khasarah) musyarakah adalah hasil usaha, di mana 
jumlah modal usaha (ra’s al-mal) yang diinvestasikan mengalami 
penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah 
pendapatan. 
14) At’ta’addi adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak 
dilakukan 
15) At-taqshir adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya 
dilakukan 
16) Mukhalafat asy-syuruth adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau 
syarat-syarat yang disepakati dalam akad. 
 
2.2. Konsep Transportasi Online  
Pada sub bab Konsep Transportasi Online akan membahas mengenai 
pengertian Transportasi Online secara konvensional dan menurut pandangan 
Islam. 
 
2.2.1 Konsep Transportasi Online Konvensional 
Transportasi online adalah sesuatu yang baru dari inovasi didalam m-
commerce. Layanan tranaportasi online atau berbagi tumpangan adalah layanan 
perorangan dimana konstumer dapat memesan tumpangan (mobil, motor, dll) 
melalui aplikasi mobile yang akan ditanggapi langsung oleh pengemudi melalui 




















para pengemudi dan konstumer dapat mengetehaui secara persis lokasi kedua 
belah pihak, konstumer dapat melihat informasi supir, kendaraan yang dibawa, 
dan kostumer sangat mudah untuk menemukan transportasi untuk berpergian ke 
tempat lain (Farin, 2016). 
Watanabe dkk (2016) menjelaskan bahwa berbagi tumpangan adalah 
layanan yang berdasarkan permintaan dan menghubungakan penumpang, dan 
pemilik kendaraan dengan menggunakan real-time teknologi mobile. Transportasi 
online merupakan layanan yang sudah biasa bagi mayarakat khususnya 
masyarakat perkotaan uuntuk memenuhi kebutuhan mereka. 
Transportasi online merupakan bagian dari layanan m-commerce yang 
didefinisikan sebagai transaksi yang dilakukan jaraingan jaringan mobile. Dalam 
m-commerce, para kostumer dapat memesan produk atau layanan jasa yang 
mereka inginkan melalui internet tanpa menggunakan komputer (Clarke III, 2001). 
Semakin berkembangnya technology telepon genggam semakin banyak pula 
orang-orang yang menggunakan m-commerce dan semakin banyak pula orang-
orang menggunakannya sebagai peluang bisnis.  
 
2.2.2 Konsep Transportasi Online Berdasarkan Pandangan Islam 
Dalam Sholikha (2016) mengatakan bahwa pada zaman Rasulullah SAW 
kendaraan yang digunakan untuk berpergian jauh bahkan digunakan dalam 
perang adalah unta. Memiliki tenaga yang untuk berjalan ditengah gurun pasir 
menjadi nilai tambah dari hewan tersebut. Walaupun jika berbicara tentang 
kecepatan yang dapat ditempuh kuda lebih unggul dibandingkan unta. Dalam hal 
ini, binatang-binatang tunggang serta alat-alat untuk mengangkut barang-barang 
merupakan kendaraan yang memang dicipatakan Allah untuk manusia agar dapat 




















ِّي ََتُهۡمٞفِّيََٞٞءايَة ٞو ن َاَٞحَمۡلَناُٞذر 
َ
ِّۡثلِّهِّٞٞوََخلَۡقَنا١٤ٞٞلَۡمۡشُحونِّٞٱٞۡلُفۡلكِّٞٱل َُهۡمٞأ ِّنٞم  ٢َٞٞماٞيَۡرَكُبوَنٞٞۦلَُهمٞم 
“Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah 
bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh 
muatan, dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai 
seperti bahtera itu” 
Seiring bertambahnya populasi manusia yang terus meningkat. Sumber 
daya dan juga sarana yang dimiliki pun semakin tidak dapat memenuhi kebutuhan 
manusia. Pada awal abad ke-20 telah diciptakan sebuah alat yang membantu 
manusia dalam menjalankan aktivitas-aktivitas berkehidupan khususnya dibidang 
transportasi seperti kereta api, mobil, motor, dan juga pesawat terbang.   
DIsebutkan pada Firman Allah dalam QS. An-Nahl: (8) yang berbunyi: 
َوَيۡخلُُقَٞماَٞلاَٞتۡعلَُموَنٞٞۡلَحمِّيرَٞٱوَٞٞۡلبَِّغاَلٞٱوَٞٞۡلَخۡيَلٞٱوَٞ ٗٞۚ ٨ٞٞلَِّتۡرَكُبوَهاَٞوزِّيَنة 
“dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu 
menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah 
menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya” 
Telah banyak kasih sayang Allah yang diberikan kepada manusia didunia. 
Akan tetapi masih banyak pula manusia-manusia yang tidak bersyukur atas apa 
yang diberikan Allah kepada mereka. Banyak pula yang menuntut haknya tanpa 
melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka kepada Allah. Pada firman Allah 
disebutkan dalam surat Al-isra’ ayat 70 yang berbunyi: 
ۡمَناٞبَنِّٓيَٞءاَدَمٞوََحَمۡلَنَُٰهۡمٞفِّيٞ ِّٞٱ۞َولََقۡدَٞكر َ َِّنٞٞۡلَبۡحرِّٞٱوَٞٞۡلَبر  َِّبَٰتِّٞٱَوَرزَۡقَنَُٰهمٞم  ي  ٞٞلط َ ۡلَنَُٰهۡمَٞعلَيَٰ
َوفَض َ




















“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami 
angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari 
yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang 
sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan” 
Dengan semakin majunya zaman maka semakin banyak pula inovasi-
inovasi yang dilakukan oleh manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Dengan berkembanganya internet pada zaman ini maka semakin berkembang 
pula pola pemenuhan kebutuhan manusia. Transportasi online merupakan salah 
satu bentuk inovasi yang sedang berkembang di zaman sekarang ini. Dalam 
hukum Islam transportasi Online diperbolehkan. karena belum ada suatu dalil yang 
mengatakan hal tersebut haram, berdasarkan kaidah fiqh yang berbunyi (Muslich, 
2015): 
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada 
dalil yang mengharamkannya.” 
Berdasarkan dalil yang dikatakan diatas yang dapat diambil kesimpulannya 
adalah, dalam bermuamalah Islam memberikan kebebasan kepada seluruh umat 
didunia untuk mengelolanya demi kemaslahatan tiap-tiap individu tersebut. Maka 
dari itu semua bentuk akad dan bebergai macam transaksi diberbolehkan, asalkan 
tidak melanggar dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada 
dalam syari’at. Dijelaskan pula dalam Qs. Al-Baqarah: 198 yang berbunyi: 




“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil 




















Berdasarkan ayat diatas yang menjelaskan bahwa Islam memperbolehkan 
manusia untuk mencari rezeki dengan cara apapun selama tidak melanggar ajaran 
dan ketentuan-ketentuan syari’at Islam. Maka dapat dikatakan bahwa transportasi 
online adalah suatu bentuk usaha dari manusia didunia untuk dapat mencari rizki 
melalui akad syirkah.  
2.3 Penelitian Terdahulu 
Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi sumber referensi penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 










Fiqih dan Perbankan 
Syariah 
Hasil dari penelitian ini telah 
menujukkan bagaimana praktek 
perbankan syariah dalam 
melakukan akad musyarakah 
dimana praktek yang dilakukan 
oleh bank syariah masih sama 
dengan perbankan konvensional. 
Ditunjukkan dari nisbah bagi hasil 
yang ditetapkan diawal beserta 
dengan nominal uang yang harus 
disetorkan nasabah kepada bank 
ditentukan diawal. Resiko usaha 
dari musyarakah tidak menjadi 























melainkan hanya dari pihak 
nasabah saja. Adanya agunan 
sebagai syarat mutlak dalam 
pembiayaan musyarakah juga 









dalam UU Nomor 13 
Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan 
dan Syirkah dalam 
Islam 
Hak dan kewajiban para tenaga 
kerja dalam UU ketenagakerjaan 
dan Hukum Islam adalah 
mengenai kebebasan memilih 
profesi dimana para buruh dapat 
memiliki pekerjaan apa yang 
mereka kehendaki dan layak 
dengan perlakuan yang setimpal 
baik itu berupa waktu istirahat, 
gaji, dll. Jelasnya hak dan 
kewajiban antara pemilik usaha 
dan para pekerja akan lebih 
memudahkan pekerjaan dan tidak 
adanya diskriminasi sebelah 
pihak. 
3. 






Hasil dari penelitian mengatakan 
bahwa terjadi beberapa kendala 

























Mikro Syariah di 
Kabupaten Jepara 
yang berbasis Natural Uncertainty 
Contract (NUC) sesuai fatwa 
DSN-MUI, yaitu: Pertama, resiko 
tinggi yang akan ditanggung oleh 
BMT; kedua, SDM pengurus BMT 
yang masih belum berkompeten; 
ketiga, tidak adanya laporan 
keuangan anggota/nasabah 
sehingga akad syirkah sulit 
dijalankan dengan tepat.  


































2.4 Kerangka Pikir 
Kerangka pikir merupakan suatu pola pikir atau langkah-langkah berpikir 
secara teoritis yang dibuat oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitian yang 
umumnya berbentuk kalimat pertanyaan (Zulganev, 2013). 










Sumber: Penulis, 2017 
Berdasarkan dari teori dan beberapa penelitian terdahulu yang telah 
dijabarkan pada sub-bab sebelumnya mengenai praktik-praktik syirkah sesuai 
syariat Islam.  
Dalam menjalankan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa 
khususnya trasnportasi PT.GOJEK yang telah memaksimalkan teknologi dengan 
memanfaatkan aplikasi mobile dan internet yang sudah cukup tersebar di 
Indonesia. PT.GOJEK membutuhkan para tenaga kerja yang hendak bekerja 
sama dan menambah penghasilan dirinya sendiri. Disisi lain, para driver yang 
selama ini mendapatkan penumpang melalui cara tradisional juga membutuhkan 
informasi para penumpang yang lebih efektif. 
























Dari hal tersebut, PT.GOJEK dan driver dapat dikatakan membutuhkan 
satu sama lain. Bertemunya para driver dengan PT.GOJEK akan terciptalah 
sebuah kerjasama. Dalam kerjasama antara kedua belah pihak akan terdapat 
kontrak yang harus disepakati. Dimana, kontrak atau akad yang dilakukan oleh 
PT.GOJEK dengan para driver akan ditinjau melalu hukum islam. Kerjasama 
antara pihak GOJEK dengan para driver dalam islam disebut syirkah/musyarakah. 
Syirkah adalah suatu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai 
























3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian 
Metode merupakan hal penting dalam melakukan suatu penelitian guna 
untuk membantu peneliti dalam mencapai tujuannya dengan memperhatikan 
metode dan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti. Suatu penelitian 
akan efektif dalam mencapai tujuannya dengan yang diharapkan apabila 
memperhatikan metode yang digunakan (Nazir, 1993). 
Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan 
untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 
eksperimen) dimana  peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik 
pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 
indukti, dan hasil penelitian kualitatif lebih memaknai maksud dari pada 
generalisasi (Sugiyono, 2017). 
Menurut Bogdan dan Biklen dalam Rahmat (2009) penelitian kualitatif 
adalah salah satu sistematika penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 
ucapan atau tulisan dan perilaku individu-individu yang diamati. Pendekatan 
kualitatif diharapkan mampu mendapatakn hasil uraian yang mendalam tentang 
ucapan, tulisan, atau perilaku yang diamati.  
Penelitian kualitatif ini merupakan salah satu metode untuk mendapatkan 
sebuah fakta dan kebenaran dan tergolong sebagai penelitian ilmiah yang 
dibangun atas dasar teori-teori yang berkembang dari penelitian. Dalam penelitian 
ini akan menyajikan data yang didapat dari lapangan yang diinterpretasikan 
terhadap kebijakan dan teori yang terikat. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif untuk dapat lebih memahami secara mendalam mengenai kesesuaian 





















Penelitian ini menggunakan metode content analysis, menurut Krippendorff 
dalam Mahmudahningtyas (2015) content analysis adalah suatu teknik penelitian 
untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicable) dan benar dengan 
memperhatikan konteksnya. Content analysis mencakup prosedur-prosedur 
khusus untuk pemrosesan data ilmiah. Tujuan dalam content analysis adalah 
untuk memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru, menyajikan fakta dan 
panduan praktis pelaksanaannya. Menurut Holsti dalam mahmudahningtyas 
(2015) content analysis merupakan suatu teknik penelitian yang bertujuan untuk 
mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik-karakteristik khusus 
suatu pesan secara objektif, sistematik, dan generalis. Metode content analysis 
digunakan  untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian syariah dalam 
kemitraan PT. Go-Jek Indonesia.  
Berdasarkan rangkaian teori mengenai pendekatan penelitian kualitatif 
dengan metode content analysis, penelitian ini fokus pada deksripsi data berupa 
kalimat-kalimat yang mendalam, yang didapatkan dari informan yang memiliki 
relevansi terhadap operasional kemitraan pada PT. Go-Jek Indonesia. 
berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian 
ini nantinya akan bersifat kualitatif.  
  
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 
Sesuai dengan tujuan yang akan dilakukan, penelitian ini akan dilakukan di 
Kota Malang Jawa TImur. Tempat ini dipilih karena PT. Go-Jek Indonesia  memiliki 
sistem yang terintegrasi di seluruh Indonesia maka dengan memilih lokasi terdekat 
akan mempercepat peneliti untuk mendapatkan informasi penelitian. Waktu yang 























3.3. Unit Analisis dan Informan Penelitian  
Dalam suatu penelitian, penentuan siapa dan apa yang akan dijadikan 
objek penelitian adalah tahap yang harus dilakukan. Untuk menentukan objek 
penelitian, maka unit analisisnya harus ditentukan terlebih dahulu. Unit analisis 
adalah satuan analisis yang digunakan dalam sebuah penelitian. Satuan analisis 
dapat berupa berbagai hal baik dari individu, keluarga, rumah tangga, kelompok 
atau organisasi, dan barang atau sesuatu. Dari tiap unit analisis yang digunakan 
haruslah memiliki karakteristik tertentu.  
Unit analisis dalam penelitian ini adalah kesesuaian syariah dalam proses 
kemitraan pada PT. Go-Jek Indonesia. PT. Go-Jek Indonesia yang tersebar di 
Indonesia tepatnya berada di Malang dipilih menjadi unit analisis karena 
terintegerasinya sistem PT. Go-Jek Indonesia dalam hal kontrak kemitraan 
membuat antar kantor cabang PT. Go-Jek Indonesia memiliki panduan yang 
sama. Maka, kantor cabang terdekatlah yang menjadi unit analisis dari peneliti.  
Dalam mendapatkan informasi serta data yang berkaitan dengan 
penelitian, maka dibutuhkan informan yang berasal dari unit analisis. Informan 
memiliki pengertian yang sama dengan sampel, yakni sumber informasi. Namun, 
sumber informasi pada penelitian kualitatif adalah manusia, sedangkan sampel 
pada kuantitatif bisa manusia dan benda.  
Informan terbagi menjadi dua, yakni informan kunci dan informan 
pendukung. Informan kunci adalah sumber informasi yang utama berkaitan 
dengan pokok permasalahan dengan hal yang diteliti. Sedangkan informan 
pendukung adalah sumber informasi yang mendukung informasi dan informan 
kunci. Pemilihan informan pada penelitian ini berdasarkan pada beberapa kriteria 
sebagai berikut: 





















2) Seseorang yang kapabilitasnya mengetahui dan memahami segala hal 
mengenai sistem kemitraan pada PT. Go-Jek Indonesia 
3) Seseorang yang sudah atau baru bergabung menjadi driver pada PT. Go-
Jek Indonesia 
4) Seseorang akademisi yang memiliki kemampuan dalam bidang kesesuaian 
syariah  
Berdasarkan kriteria informan, maka informan yang dipilih dalam penelitian 
ini adalah kepala kantor cabang dan driver Gojek,  
3.4. Metode Pengumpulan Data  
Dalam memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini, digunakan 
beberapa jenis data dan cara pengumpulannya. 
 
3.4.1. Jenis dan Sumber data 
Dalam penelitian ini menggunakan data dari sumber primer dan sekunder. 
Sumber primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari lapangan 
kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang akan 
didapatkan dari akademisi dan juga praktisi.  
Data lain yang digunakan untuk menunjang data primer adalah data 
sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada 
pengumpul data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada. Data 
sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, Fatwa DSN MUI No: 
114/DSN-MUI/IX/2017, dan studi literature (yang berasalkan dari buku, jurnal, 
























3.4.2. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam mendapatkan data-data yang diperlukan oleh peneliti, maka 
terdapat teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan sebagai berikut: 
 
3.4.2.1 Observasi 
Observasi merupakan sebuah dasar dalam suatu ilmu pengetahuan. 
Penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan membutuhkan data sebagai landasan 
atas hipotesis dan teori yang dibuat, dimana hal tersebut membutuhkan data 
sebagai fakta yang memperkuat hasil penelitian. Melalui observasi, peneliti dapat 
belajar dan mengetahui mengenai perilaku, pola fikir, dan makna dari perilaku dari 
objek yang diteliti (Sugiyono, 2017) 
Dalam penelitian ini akan menggunakan observasi nonpartisipan. 
Observasi nonpatisipan adalah suatu penelitian dimana peneliti tidak terlibat 
langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Observasi nonpartisipan ini 
tidak akan mendaptkan data yang mendalam =, dan tidak sampai pada tingkat 
makna. Makna adalah nilai-nilai di balik perilaku yang tampak, yang terucapkan 
dan tertulis.  
 
3.4.2.2 Wawancara  
Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data apabila peneliti 
ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yagn harus 
diteliti, dana juga dapat dilakukan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang 
spesifik dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden/informan 
sedikit/kecil (Sugiyono, 2017).  
Dalam mengumpulkan data dan informasi yang menggunakan teknik 
wawancara terdapat dua macam teknik yang dapat dilakukan, yaitu wawancara 





















sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti atau pengumpul data sudah 
mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Maka dari 
itu, dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrument penelitian 
berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya sudah 
disiapkan (Sugiyono, 2017). 
Kedua, wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas yang dimana 
peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 
sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang 
digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan 
(Sugiyono, 2017). 
Dalam penelitian ini akan menggunakan kedua macam teknik wawancara 
untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Kedua pemakaian 
teknik wawancara ini dimaksudkan untuk mendapatakna hasil yang lebih 
komprehensif dan tetap sesuai dengan konteks penelitian. 
 
3.4.2.3 Dokumentasi 
Dokumen adalah sebuah catatan peristiwa yang sudah terjadi dan dapat 
digunakan untuk keabsahan data. Dokumen dapat berbentuk tulisan Misalnya 
catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan,dan kebijakan. Dokumen 
dapat pula berbentuk gambar Misalnya foto, gambar hidup, sketsa, patung, dan 
film. Hasil dari penelitian observasi dan wawancara akan menjadil lebih kredibel 
jika didukung dengan data dokumentasi (Sugiyono, 2017). 
Adanya dokumen yang sesuai dengan konteks penelitian akan membantu 
peneliti dalam menguji keabsahan data, membuat intepretasi, dan dapat menjadi 
landasan dalam penarikan kesimpulan. Dokumen yang diperoleh peneliti 
digunakan untuk mempermudah penelitian apabila peneliti terdapat kekeliruan 






















3.5. Teknik Analisis Data 
Menurut Susan Stainback dalam Sugiyono (2017) analisis data merupakan 
hal yang penting dalam penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk mengetahui 
dan memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat 
dikembang dan dievaluasi. Spradley dalam Sugiyono (2017) mengatakan bahwa 
analisis dalam penelitian jenis apapun, adalah merupakan cara berfikir. Hal itu 
menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan 
keseluruhan. Analisis adalah untuk mencari pola. 
Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2017) analisis data adlah proses 
mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 
wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 
difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data 
dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, 
melakuakn sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting, dan 
membuat kesimpulan. Langkah-langkah model interaktif dalam analisis data 
adalah sebagai berikut: 
1) Data Reduction (Reduksi Data) 
Banyaknya jumlah data yang didapatkan dari lapangan 
membutuhkan pencatatan yang teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke 
lapangan, maka semakin banyak data yang kompleks dan rumit. Maka 
dari itu data dengan jumlah yang banyak perlu direduksi. Mereduksi data 
berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal 
yang penting, dan menemukan pola dari data tersebut. Dengan 
mereduksi data maka akan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan 





















Peneliti dalam mereduksi data akan memfokuskan pada 
kesesuaian syariah yaitu berdasarkan hukum syariah serta rukun dan 
syarat dengan melihat proses kemitraan PT. Go-Jek Indonesia Indonesia 
dengan para Driver dan dihubungkan dengan fatwa DSN MUI No. 
114/DSN-MUI/IX/2017.  
 
2) Data Display (Penyajian Data) 
Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017) bentuk yang 
paling sering digunakan dalam menyajikan data pada penelitian kualitatif 
adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka 
akan memudahakan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan 
kerja selnajutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.  
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam 
bentuk table, grafik, phie chard, pictogram dan sejenisnya. Melalui 
penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam 
pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami (Sugiyono, 
2017). 
 
3) Conclusion Drawing/verification (Penarikan Kesimpulan) 
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan 
baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa 
deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masing belum 
jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan 
kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Kesimpulan yang didukung 
dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 
lapangan mengumpulankan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 





















penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah, tetapi mungkin 
juga tidak karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih 
bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada 
dilapangan.  
 
3.6. Metode Validasi Data 
Menurut Sugiyono (2017) validitas merupakan derajad ketepatan antara 
data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh 
peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah memiliki kesamaan dengan data 
yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang terjadi pada objek penelitian.  
Validasi data yang dilakukan oleh peneliti adalah melalui uji kredibilitas 
yaitu menguji validitas data dari internal atau dari peneliti sendiri yang melakukan 
uji validitas tersebut. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil 
penelitian kualitatif dilakukan dengan metode triangulasi, penggunaan bahan 
refenrensi, dan member check. Ketiga metode ini dipilih karena memiliki tingkat 




Menurut William Wiersma dalam Sugiyono (2017) triangulasi adalah 
validasi silang penelitian kualitatif. Ini menilai kecukupan data sesuai dengan 
konvergensi beberapa sumber data atau beberapa prosedur pengumpulan data. 
Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari 
berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian 
terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. 






















a) Triangulasi Sumber 
Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data 
dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 
sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu 
kesimpulan yang selanjutnya akan dimintakan kesepakatan (member check) 
besrsama mengenai hasil triangulasi sumber tersebut 
b) Triangulasi Teknik 
Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan 
dengan cata mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik atau 
metode yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara akan 
dicek melalui kuesioner, dokumentasi, atau observasi.  Apabila data yang 
didapatkan berbeda-beda maka peneliti harus melakukan diskusi lebih lanjut 
dengan sumber data yang bersangkutan.  Atau mungkin semuanya benar, 























BAB IV  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada tahap ini peneliti akan memaparkan kesesuaian prinsip syariah pada 
proses kemitraan (syirkah) antara driver Go-Jek dengan PT.Go-Jek Indonesia. 
Sebelum membahas hasil penelitian, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai 
informan-informan yang digunakan dalam penelitian ini. Sebagaimana yang telah 
disampaikan dalam bab sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan metode content analysis dimana penelitian dilakukan 
untuk memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru, menyajikan fakta dan 
panduan praktis pelaksanaanya (Mahmudahningtyas, 2015) sehingga peneliti 
dapat menganalisis kesesuaian syariah dalam kemitraan PT. Go-Jek Indonesia.  
Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini maka perlu 
diketahui bahwa informan kunci dari penelitian ini adalah: 
1) Bapak Fathur Rahman, Akademisi (Ulama)  
2) Bapak Anas Budiarto, Akademisi (Ulama) 
Selain itu terdapat beberapa informan pendukung yang terkait dalam penelitian ini 
adalah:  
Tabel 4.1 : Data Informan Penelitian  
No Nama Peran Usia Keterangan 
1 M. Rizky Dwi Putra Driver Go-Jek 22 Informan pendukung 
2 Moh. Fathoni Driver Go-Jek 23 Informan pendukung 






















4.1. Gambaran Umum PT. Go-Jek Indonesia 
Go-Jek merupakan sebuah perusahaan teknologi yang memeiliki jiwa 
sosial dengan tujuan untuk mensejahterakan pekerja di berbagai sektor informal 
di Indonesia. Go-Jek memiliki 3 nilai sebagai landasan dalam segala yang 
dilakukan yaitu: kecepatan, inovasi, dan dampak sosial.  
Go-Jek telah beroperasi di 50 kota di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, 
Surabaya, Bali, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, Yogyakarta, 
Balikpapan, Malang, Solo, Manado, Samarinda, Batam, Sidoarjo, Gresik, 
Pekanbaru, Jambi, Sukabumi, Bandar Lampung, Padang, Pontianak, 
Banjarmasin, Mataram, Kediri, Probolinggo, Pekalongan, Karawang, Madiun, 
Purwokerto, Cirebon, Serang, Jember, Magelang, Tasikmalaya, Belitung, 
Banyuwangi, Salatiga, Garut, Bukittinggi, Pasuruan, Tegal, Sumedang, Banda 
Aceh, Mojokerto, Cilacap, Purwakarta, Pematang Siantar, dan Madura serta masih 
akan ada pengembangan di kota-kota lainnya. (Go-jek, 2018) 
PT.Go-Jek Indonesia memberikan berbagai macam fasilitas untuk para 
penumpang yang memesan melalui smartphone tiap-tiap individu dengan 
menuliskan tempat tujuan yang akan diikuti dengan biaya yang harus diberikan 
kepada driver. Dengan itu pula, masyarakat tidak kesulitan dalam memenuhi 
kebutuhan mereka. Semakin berkembangnya zaman Go-Jek kini tumbuh menjadi 
on-demand mobile platform dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai 
layanan lengkap. Dengan slogan an ojek for every need. 
Go-Jek semakin berkembang dari hari ke hari yang kini semakin banyak 
pula fitur yang ditawarkan kepada pengguna aplikasi Go-Jek. Dengan bantuan 
teknologi berbasis aplikasi dari smartphone, berikut beberapa layanan dari Go-
Jek, yaitu:  
1. Go-Car, merupakan layanan jasa mengantar penumpang dengan 





















2. Go-Ride, merupakan layanan jasa mengantar penumpang dengan 
menggunakan transportasi roda dua; 
3. Go-Food, merupakan layanan jasa pesan antar makanan dan minuman 
dari 75.000 restoran yang tergabung dalam Go-Jek; 
4. Go-Box, merupakan layanan jasa mengantar barang dengan 
menggunakan mobil pick up, engkel, boks, dan engkel boks untuk 
kebutuhan seperti pindahan; 
5. Go-Mart, merupakan layanan jasa belanja instan untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari dari ratusan toko dan 18 kategori berbeda; 
6. Go-Send, merupakan layanan jasa kurir instan untuk mengirim barang 
dan dokumen dengan cepat; 
7. Go-Massage, merupakan layanan jasa pijat relaksasi professional; 
8. Go-Tix, merupakan layanan jasa pesan tiket nonton bioskop dan 
berbagai event; 
9. Go-med, merupakan hasil kolaborasi Go-jek dengan Halodoc (apotik 
antar), Go-Med memfasilitasi dalam menghubungkan pengguna 
dengan lebih dari 1000 apotik di Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya; 
10. Go-Clean, merupakan layanan jasa kebersihan professional yang 
tersedia jabodetabek, medan, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, 
Balikpapan, Makassar, dan Manado; 
11. Go-Glam, merupakan Layanan jasa ahli kecantikan professional untuk 
kebutuhan kaum hawa; 
12. Go-Auto, merupakan layanan jasa perawatan cuci, servis, layanan 
darurat untuk kendaraan pribadi; 
13. Go-Pay, merupakan suatu layanan untuk membantu dalam melakukan 





















akan membuat penggunan mendapatkan potongan biaya. Kemudian 
fitur terbaru Go-Pay dapat melayani kebutuhan transaksi harian; 
14. Go-Points, merupakan suatu program loyalty kepada pengguna Go-pay 
dimana pengguna akan mendapatkan poin setiap bertransaksi 
menggunakan Go-Pay dan jika terkumpul akan mendapatkan berbagai 
macam reward menarik; 
15. Go-Pulsa, merupakan suatu layanan isi pulsa dan internet dari berbagai 
pilihan operator di Indonesia melalui pembayaran saldo Go-Pay. 
Pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada proses akad kemitraan 
(syirkah) antara driver Go-Jek dengan PT.Go-Jek Indonesia yang dimana masih 
banyak para masyarakat yang belum tau mengenai syarat-syarat apa saja untuk 
melakukan suatu akad kemitraan yang benar menurut pandangan Islam.  
 
4.2. Analisis Kesesuaian Prinsip Syariah pada Proses Kemitraan antara 
Driver Go-Jek dengan PT.Go-Jek Indonesia 
Pada analisis kesesuaian syairah pada proses kemitraan antara driver Go-
Jek dengan PT.Go-Jek Indonesia, akan membahas mengenai: (1) pemenuhan 
hukum kemitraan (syirkah) antara driver Go-Jek dengan PT.Go-Jek Indonesia 
berdasarkan Al-Quran, Hadits, dan Ijma’ (2) pemenuhan rukun dan syarat 
kemitraan (syirkah) antara driver Go-Jek dengan PT.Go-Jek Indonesia; (3) 
mekanisme kemitraan (syirkah) antara driver Go-Jek dengan PT.Go-Jek Indonesia 

























4.2.1. Pemenuhan Hukum Kemitraan (Syirkah)  antara Driver Go-Jek dengan 
PT.Go-Jek Indonesia Berdasarkan Al-Quran, Hadits, dan Ijma’ 
Pada prinsipnya syirkah merupakan sebuah konsep yang dapat menjadi 
sebuah resolusi suatu permasalahan di dalam permodalan pada suatu kerjasama. 
Dalam pelaksanaanya harus sesuai dengan prinsip hukum syariah, yang 
mencakup sebagai berikut: 
1) Al-Quran 
Dapat dilihat dalam Al-quran pada surat An-Nisa ayat 12, dan 
Surat Ash-Shad ayat 24 sebagai berikut: 
 
“…maka mereka berserikat dalam sepertiga harta…” (QS. An Nisa, 4 
:12). 
 
“…sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu 
sebagian mereka berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang 
yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, dan amat sedikit 
mereka ini…” (QS. Shad, 38: 24). 
َها ُّ ي 
َ
أ ْ  ل َِذينَ ٱ َي َٰٓ ۡوفُّوا
َ
اْ أ وَٰٓ ِ  َءاَمنُّ ودِ ٱب قُّ عُّ
  …لۡ

























Islam menganjurkan kita untuk dapat melakukan kemitraan 
dengan baik tanpa melakukan ke zaliman antara satu dengan yang 
lainnya. Sebagaimana hadits-hadits berikut: 
 
 
“Aku (Allah) merupakan ketiga dalam perserikatan antara dua orang, 
selama salah seorang di antara keduanya tidak melakukan 
pengkhianatan terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan 
pengkhianatan terhadap yang lain, aku keluar dari perserikatan antara 
dua orang itu”.  (HR Abu Daud dan al-Hakim dari Abu Hurairah). 
Imam al_bukhari meriwayatkan bahwa Abu Manhal pernah 
mengatakan: 
“Aku dan syirkah ku pernah membeli sesuatu secara tunai dan hutang. 
Kemudian kami didatangi oleh Barra’ bin Azib. Kami lalu bertanya 
kepadanya. Ia menjawab, “Aku dan Zaid bin Arqan juga mempraktikkan 
hal yang demikian. Selanjutnya kami bertanya kepada Nabi saw tentang 
tindakan kami tersebut. Beliau menjawab, “Barang yang diperoleh 
secara tunai, silahkan kalian ambil, sedangkan yang diperoleh secara 
hutang silahkan kalian kembalikan.” (HR al-Bukhari). 
Dari As-Saib Al-Makhzumi pernah meriwayatkan mengenai 
syirkah yang berbunyi sebagai berikut (Al-Kahlani, 1960): 
“Dari As-Saib Al-Makhzumi: bahwa sesungguhnya ia adalah sekutu 





















pembebasan kota mekkah maka Nabi bersabda: Selamat datang 
kepada saudaraku dan teman serikatku.” (HR Ahmad, Abu Dawud, Dan 
Ibnu Majah). 
Dalam Hadits Abdullah bin Mas’ud meriwayatkan sebagai berikut 
(Al-Kahlani, 1960): 
 “dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata: Saya sekutu dengan ‘Ammar dan 
Sa’ad dalam hasil yang kami peroleh  pada Perang Badar. Kemudian 
Sa’ad datang dengan membawa dua orang tawanan, sedangkan saya 
dan ‘Ammar datang dengan tidak membawa apa-apa.” (HR An-Nasa’i). 
Adapun hadits shohih oleh Muslim dari Abdullah bin Umar 
sebagai berikut: 
“Rasulullah saw pernah mempekerjakan penduduk Khaibar-mereka 
adalah Yahudi-dengan mendapatakan bagian hasil panen buah dan 
tanaman.” (HR. Muslim). 
3) Ijma’ 
Ijma’ menurut ahli ushul fiqh merupakan salah satu prinsip dari 
syariat Islam. Ijma’ adalah suatu kesepakatan mengenai permasalahan 
hukum Islam baik dinyatakan secara diam maupun secara nyata, dan 
merupakan konsensus seluruh ulama (Mujtahid) dikalangan kaum 
muslimin pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum 
syara’ mengenai suatu kejadian. 
Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa seluruh syirkah yang 
tercakup dalam syirkah uqud (yaittu syirkah inan, syirkah mufawadah, 
syirkah abdan, dan syirkah wujuh) mubah/boleh hukumnya, selama 





















semua syirkah mufawadah, syirkah abdan, dan syirkah wujuh adalah 
batal (tidak sah) hukumnya. 
Dalam konteks syirkah, Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mugni, 
yang dikutip oleh Muhammad Syafi’I Antonio dalam buku Bank Syari’ah 
dari Teori ke Praktik, mengatakan: “Kaum muslimin telah berkonsensus 
terhadap legitimasi syirkah secara global walaupun terdapat perbedaan 
pendapat  dalam beberapa elemen darinya.” Akan tetapi berdasarkan 
penjabaran hukum yang dipaparkan diatas, maka secara tegas data 
dikatakan bahwa kegiatan syirkah dalam usaha diperbolehkan dalam 
Islam (Antonio, 2001). 
Menurut Bapak Fathur selaku Ahli Fiqh, menyatakan bahwa 
“para ulama melakukan kesepakatan dalam mengatur mengenai 
kemitraan atau syirkah yang dimuat di dalam fatwa DSN MUI. 
Maka dari itu biar kita mengetahui sesuai kah mitra yang selama 
ini kita jalankan, nah, DSN MUI mengenai syirkah dapat dijadikan 
acuan mengenai hal tersebut’ 
Sehingga untuk pedoman dalam menjalankan dan menjaga 
kemaslahatan dalam bermitra, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia (DSN MUI) telah mengeluarkan 4 poin dari fatwa mengenai 
pembiayaan musyarakah dengan nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 pada 
tanggal 19 September 2017 di Jakarta.  
 
4.2.2. Pemenuhan Rukun dan Syarat Kemitraan antara Driver Go-Jek 
dengan PT.Go-Jek Indonesia 
Dalam melaksanakan suatu perkongsian ataupun perserikatan Islam harus 
memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan syariat islam. Menurut 





















tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau 
tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. 
Rukun syirkah merupakan sesuatu yang wajib ketika syirkah itu 
dilaksanakan. Menurut ulama Hanafiyah rukun syirkah hanya ada dua yaitu ijab 
(ungkapan penawaran melakukan perkongsian) dan qabul (ungkapan penerimaan 
perserikatan). Menurut Abdurahman al-Jaziri yang dikutip dalam buku fiqh 
muamalah rukun syirkah meliputi dua orang yang berserikat, Sighat, objek akad 
syirkah baik berupa modal maupun jasa. Pada umumnya rukun syirkah ada tiga, 
yaitu: 
1) Sighat atau ijab qabul, yaitu pernyataan yang dikeluarkan dari masing-masing 
pihak yang melakukan transaksi dan menunjukkan kehendak untuk 
melaksanakannya. Pernyataan ijab dan qabul kemitraan antara PT.Go-Jek 
Indonesia dan driver Go-Jek ditunjukkan dengan ditandatanganinya SKK 
(Surat Keterangan Kemitraan) dan sepakatnya para driver untuk menjadi mitra 
dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi demi kemaslahatan dan 
tujuan bersama. Sesuai dengan pendapat informan sebagai berikut, 
“nanti ada surat keterangan kemitraan dan itu yang menjadi sebuah 
ikatan dari satu lembar surat. Setelah di verifikasi berkasnya, foto, terus 
aplikasinya diaktifkan dan diberikan buku pedoman” (Moh. Fathoni, 
Driver) 
 
“…kalau mereka menandatangani itu artinya mereka ridho,..” (Fathtur 
Rahman, Akademisi) 
 
2) Orang yang melakukan akad yaitu dua pihak atau lebih untuk melakukan 
transaksi. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya minimal dua belah pihak 
bertransaksi. Dalam melakukan transaksi kedua belah pihak haruslah baligh, 
berakal, pandai dan tidak dihalangi dalam membelanjakan hartanya. Dalam hal 
ini pihak PT.Go-Jek Indonesia selaku perusahaan yang membuka ruang 
kepada masyarakat untuk bermitra dan para calon driver yang mendaftarkan 





















kemitraan terdapat beberapa proses yang harus dilalui, seperti yang telah 
disebutkan oleh Informan selaku driver sebagai berikut, 
“iya dari kesepakatan yang udah disepakati ngomongnya aku mitranya” 
(M.Rizky Dwi Putera, Driver) 
 
“iya kan saya drivernya jadi kami udah menjadi mitra” (Moh. Fathoni, 
Driver) 
 
3) Objek akad yaitu modal dan bentuk pekerjaan. Syirkah  merupakan suatu kerja 
sama yang mempertemukan para pemilik modal dan para penyedia jasa.  Pada 
dasarnya modal dapat bentuk berupa harta ataupun suatu pekerjaan. Modal 
syirkah ini harus ada, maksudnya tidak boleh berupa harta yang terhutang atau 
harta yang tidak diketahui asal usul dan kepemilikannya. Dalam hal ini, pihak 
driver Go-Jek harus mengeluarkan modal dalam bentuk barang yaitu motor, 
dan Pihak PT.Go-Jek Indonesia pun mengeluarkan modal dalam bentuk 
aplikasi, server, dll  
Berdasarkan perskpektif syariah proses kemitraan yang dijalankan oleh 
pihak PT.Go-Jek Indonesia dengan mitra para driver sesuai dengan akad syirkah 
inan yang dapat dinilai dari beberapa hal, yaitu: 
1) Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 poin kelima nomor 2 
yang menjelaskan mengenai modal usaha syirkah dapat berupa 
keterampilan/keahlian yang dimiliki tiap-tiap pihak. PT.Go-Jek Indonesia 
merupakan sebuah perusahaan yang memiliki banyak hal dalam permodalan 
untuk dapat menjalankan kegiatan-kegiatannya misalnya, aplikasi, server, dan 
lain-lainnya. Sedangkan para mitra driver juga mengeluarkan modal berupa 
kendaraan yang digunakaan untuk operasional, keterampilan mengemudi, 
keterampilan menggunakan aplikasi, dsb. 
2) Selain mengeluarkan modal untuk kegiatan yang dilakukan kedua belah pihak 
juga tetap bekerja sesuai dengan porsi masing-masing yang sudah ditentukan 





















berupa kendaraan beserta keterampilan dan bekerja dalam menjalankan 
beberapa fitur dari aplikasi Go-Jek seperti Go-Food, Go-Ride, Go-Send, dsb. 
Sedangkan PT.Go-Jek selain mengeluarkan modal yang telah disebutkan 
pada poin 1, PT.Go-Jek Indonesia juga melakukan pekerjaan pada porsinya 
yaitu, maintenance aplikasi, bekerja sebagai custumer service, dsb.  
3) Dikarenakan modal dan pekerjaan yang tidak diharuskan sama maka 
pembagian keuntungan pun berbeda. Hal ini ditentukan dengan pembagian 
80:20 antara driver dengan PT.Go-Jek Indonesia. Dapat dilihat memang para 
driver sebagai tombak utama dalam kemitraan ini untuk kegiatan ini dapat 
berlangsung maka dari itu, pembagian yang lebih banyak diperuntukkan oleh 
para driver sebesar 80% dan 20% untuk PT.Go-Jek Indonesia.  
 
4.2.3. Mekanisme Kemitraan Antara Driver Go-Jek Dengan PT.Go-Jek 
Indonesia Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 
PT.Go-Jek Indonesia memiliki beberapa sistematika dalam membentuk 
sebuah mitra kepada para driver yang akan bergabung didalam usahanya. Mitra 
yang bergabung mayoritas muslim, sehingga diperlukan pemahaman pentingnya 
berpegang pada prinsip syariah. Kaidah fiqh menjelaskan bahwa 
ujrah/kompensasi sesuai dengan tingkat kesulitan (kerja). Untuk mengarahkan 
dan menjamin ke arah kemaslahatan dalam bermitra, diperlukan kesesuaian 
syariah pada prosesnya. Berdasarkan hasil penelitian berikut adalah proses 
terbentuknya kemitraan antara driver Go-Jek dengan PT.Go-Jek Indonesia, 
1) Pihak PT.Go-Jek Indonesia membuka diri untuk siapa saja yang ingin 
mendaftarkan diri menjadi mitra (driver) dan hal pertama yang harus dilakukan 
bagi para calon yang ingin menjadi mitra adalah mendaftarkan diri melalui 
website resmi PT.Go-Jek Indonesia dengan mengisi beberapa hal yang 





















diberikan oleh calon mitra (driver). Diikuti dengan syarat dan ketentuan yang 
harus disetujui sebelum mendaftarakan diri. Selain website resmi, PT.Go-Jek 
Indonesia juga seringkali menyebarkan pamphlet, brosur, dan juga baliho 
sehingga semakin banyak pula jalur untuk mendaftarkan diri sebagai mitra 
Go-Jek. 
Gambar 4.1 : Website Resmi untuk Mendaftar Menjadi Mitra Go-Jek 
 
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018 
 
2) Setelah perusahaan sudah meneriman pengajuan untuk bermitra maka hal 
tersebut akan segera diolah yang pada akhir keputusannya adalah 
diberikannya konfirmasi kepada calon mitra (driver) untuk dapat melengkapi 
syarat-syarat untuk menjadi seorang mitra (driver) PT.Go-Jek Indonesia. 
Diantara lain syarat-syaratnya adalah: 
a. Calon mitra memperlihatkan  
i. SMS undangan  
ii. KTP asli 





















iv. STNK asli 
b. Calon mitra menyerahkan  
i. Fotocopy KTP 
ii. Fotocopy SIM 
iii. Fotocopy STNK  
iv. SKCK asli 
c. Calon mitra memiliki 
i. Handphone android dengan RAM minimal 1GB dan versi 
android 4.2 
ii. Simcard dengan paket internet 
iii. Email dengan akun GMAIL yang aktif  










Sumber: Observasi Peneliti, 2018 
Sesuai dengan penyataan yang diberikan oleh informan mengenai 





















harus dilakukan sebelum kita resmi menjadi mitra (driver). Hal tersebut juga 
disampaikan oleh kedua informan dalam wawancara oleh peneliti:  
“jadi pertama kita daftar dari situs go-jeknya dulu. Setelah itu dapat 
balasan dari pihak go-jek untuk sebagai bukti kalau kita sudah daftar. 
Terus kita ke kantornya, ambil nomor antrian nanti dipanggil oleh pihak 
HRDnya dan diajak ngobrol dan lengkapin berkas yang diminta SIM, 
STNK, SK/CK dan fotocopy segala macem...” (M.Rizky Dwi Putera, 
Driver) 
 
“sebelum mau masuk go-jek itu aku gak tau kalau itu kemitraan atau 
gimana mereka bekerjanya itu aku gak tau. Dia sih bilangnya mitra tapi 
aku gak begitu paham kemitraan itu seperti apa. Terus proses 
pendaftarannya sih mereka memberitahukan melalui sms jadi ada 
pamphlet gitu kan go-jek Malang. Melalui sms ke nomor yang tertera di 
pamphlet tersebut. Setelah sms nungu ada balasan baru diundang 
mereka untuk verifikasi berkas. Berkasnya KTP, SIM C, SK/CK, STNK 
dan itu fotocopy. Terus kalau bukan dari orang malang itu mereka harus 
buat surat keterangan domisili kalau tinggal disini dan nanti ditunjukkin ke 
pihak go-jek…”(Moh. Fathoni, driver) 
 
Dengan pemaparan mengenai hal-hal yang menjadi syarat untuk 
menjadi mitra (driver) Go-Jek Indonesia dan disertai dengan pernyataan dari 
para driver yang sudah melalui proses kemitraan. Hal ini juga sesuai dengan 
fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 pada poin ketiga mengenai shighat 
akad yang menjelaskan dua hal yaitu: 
a. akad syirkah harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami 
dan dimengerti, serta diterima oleh para mitra.  
b. Akad syirkah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan 
perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai 
syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Berdasarkan pernyataan para informan dan informasi yang didapatkan 
dari gambar 4.2 yang menjelaskan bahwa para calon mitra (driver) diharuskan 
untuk menyerahkan beberapa fotocopy dari KTP, STNK, SIM, dan juga SKCK 
asli. Hal ini mengindikasikan bahwa  terdapat kesesuaian dengan fatwa DSN 
MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 pada poin keempat mengenai ketentuan para 





















a. Syarik (mitra) boleh berupa orang (syakhshiyah thabi’iyah/natuurlike 
person) atau yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum 
maupun tidak berbadan hukum (syakhshiyah I’tibariah/syakhshiyah 
hukmiyah/rechtsperson). Berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
b. Syarik (mitra) wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
c. Syarik (mitra) wajib memiliki harta yang disertakan sebagai modal 
usaha (ra’s al-mal) serta memiliki keahlian/keterampilan usaha.  
Dengan terus memperhatikan fatwa dari DSN MUI No.114/DSN-
MUI/IX/2017 pada poin kelima mengenai ketentuan ra’s al-mal (modal) tidak 
kalah penting untuk diperhatikan. Dimana dalam poin kelima sangat erat 
kaitannya dengan terbangunnya sebuah kemitraan. Kembali kepada makna 
kata syirkah itu sendiri yang berarti al-ikhtilath (percampuran) maka segala 
bentuk barang, keterampilan, maupun materi yang akan dijadikan modal 
syirkah patut untuk diperhatikan. Sebagaimana isi dari poin kelima tersebut 
sebagai berikut: 
a. Modal usaha syirkah wajib diserahterimakan, baik secara tunai maupun 
bertahap, sesuai kesepakatan. 
b. Modal usaha syirkah boleh dalam bentuk harta (syirkah amwal), 
keahlian/keterampilan (syirkah ‘abdan), dan reputasi usaha/nama baik 
(syirkah wujuh). 
c. Modal usaha syirkah amwal pada dasarnya wajib berupa uang, namun 
boleh juga berupa barang atau kombinasi antara uang dan barang. 
d. Jika modal usaha dalam bentuk barang, harus dilakukan taqwim al-





















e. Modal usaha yang diserahkan oleh setiap syarik wajib dijelaskan 
jumlah/nilai nominalnya. 
f. Jenis mata uang yang digunakan sebagai ra’s al-mal wajib disepakati 
oleh para syarik.  
g. Jika para syarik menyertakan ra’s al-mal berupa mata uang yang 
berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai 
ra’s al-mal pada saat akad. 
h. Ra’s al-mal tidak boleh dalam bentuk piutang. 
Pada poin ketiga fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 
menjelaskan bahwa, PT.Go-jek Indonesia melakukan kesepakatan/akad yang 
jelas, tegas, dan dapat dimengerti oleh mitra. Akad tersebut pula tertulis dan 
berbentuk elektronik yang dalam hal ini tidak ada ketentuan baik syariah 
maupun peraturan perundang-undangan yang menyebutkan hal tersebut 
dipermasalahkan. Dengan begitu, poin ketiga fatwa DSN MUI No.114/DSN-
MUI/IX/2017 telah diterpenuhi dan tidak adanya kesalahan dalam 
pelaksanaanya.  
Pada poin keempat fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 
menjelaskan bahwa, PT.Go-Jek Indonesia memiliki kriteria kepada para calon 
mitra (driver) ataupun ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak yang ingin 
menjadi mitra dari PT.Go-Jek Indonesia. Pada nomor pertama sudah menjadi 
pengetahuan umum bahwa mitra (driver) dari PT.Go-Jek Indonesia adalah 
berupa orang. Kecakapan hukum yang dinyatakan pada nomor 2 dapat dilihat 
dari dua sudut pandang, yaitu secara syariah dan hukum yang berlaku. Dalam 
syariah Islam, seseorang sudah dapat melakukan suatu akad ketika mereka 
sudah dikatakan Baligh. Akan tetapi hal tersebut tidaklah cukup dikarenakan 
kita hidup bernegara yang memiliki aturan yang menyebutkan seseorang 





















adannya KTP dan SKCK. Pada nomor ketiga yang mengatakan bahwa setiap 
pihak mitra harus memiliki harta ataupun skills yang dimiliki untuk dijadikan 
modal dalam kegiatan yang dilakukan. Hal ini pula dapat dilihat dari dua sisi 
yaitu selaku driver dan juga pihak PT.Go-Jek Indonesia. Selaku driver, STNK 
dan SIM mengindikasikan bahwa driver memiliki modal kendaraan dan juga 
keterampilan mengemudi. Sedangkan pihak Go-Jek pun memiliki aplikasi, 
server, asuransi, dll yang dapat dijadikan modal bermitra. Dengan hal ini pula 
dapat dikatakan bahwa ketentuan dan syarat yang dibuat sudah memenuhi 
poin keempat fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017.  
Pada poin kelima fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 
menjelaskan bahwa hal-hal yang dijadikan modal untuk kegiatan syirkah 
haruslah memenuhi kriteria-kriteria yang disebut pada poin kelima tersebut. 
Jika dilihat pada nomor 2 menjelaskan bahwa bentuk harta dapat berupa 
harta, keahlian, dan juga reputasi. Yang mengindikasikan bahwa di satu sisi 
untuk para driver kendaraan merupakan suatu hal yang dapat dijadikan modal 
dalam kegiatan syirkah dan disisi lainnya untuk para pihak PT.Go-Jek 
Indonesia menjadikan aplikasi sebagai modal yang mereka syirkah-kan dan 
masih terdapat beberapa banyak hal yang dijadikan modal. Menurut hasil 
penelusuran yang di lakukan terhadap informan mengenai modal adalah 
sebagai berikut: 
“yang diliat STNK aja jadi gak ada pemeriksaan bahwa itu memiliki 
sendiri.” (M.Rizky Dwi Putera, driver) 
 
“kalau kemaren aku daftarnya pake motor pinjem nanti ditunjukin pake 
stnk dan kalau bukan nama kita nanti ditanyain. Motornya ini beli sendiri, 
belum balik nama atau milik orang dan aku jawab ya milik orang. Tapi aku 
bawa ktp pemiliknya jadi gpp. Terus sebulan baru aku beli motor, baru 
deh aku pake motor sendiri” (Moh.Fathoni, driver) 
Berdasarkan penyataan tersebut maka dapat diambil kesimpulan 





















kepemilikan pribadi. Mengacu pada poin kelima fatwa DSN MUI No.114/DSN-
MUI/IX/2017 nomor 1 yang mengatakan modal usaha syirkah wajib 
diserahrterimakan, baik secara tunai maupun bertahap, sesuai kesepakatan. 
Hal tersebut menunjukkan adanya kesesuaian pada aspek modal yang 
dijadikan modal syirkah. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh 
informan saat wawancara sebagai berikut: 
“tidak harus (tidak harus milik sendiri, tetapi pemakaian itu sah. contoh, 
kalau dia menggunakan motor sendiri maka tidak ada masalah, kalau dia 
nyicil gimana? Boleh, artinya itu motornya sendiri. Kalau dia pinjam, dan 
itu memang sudah di izinkan untuk melakukan usaha Go-Jek maka itu 
diperbolehkan. bahkan ketika motor gadai itu diperbolehkan asal izin ke 
orang yang menggadaikan.” (Anas Budiarto, akademisi) 
Dengan didukung oleh fatwa DSN MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 dan 
juga hasil temuan yang didapatkan dari para informan. Maka ha tersebut 
memberikan penjelasan terhadap modal yang dilakukan sejauh ini oleh pihak 
driver dengan PT.Go-Jek Indonesia sudah mengikuti prinsip syariah yang 
telah disepakati bersama.  
3) Setelah persyaratan-persyaratan dari mitra (driver) sudah terpenuhi maka 
para mitra (driver) akan diberikan Surat Keterangan Kemitraan (SKK) yang 
ditanda tangani yang menandakan bahwa driver Go-Jek resmi menjadi mitra 
PT.Go-Jek Indonesia. Setelah menanda tangani SKK para driver akan difoto 
dan dijelaskan mengenai cicilan jaket dan helm, aplikasi dan zona-zona aman 
untuk beroperasi. Lalu para driver juga harus mengaktifkan Go-pay di CIMB 
NIAGA dengan minimal deposit lima puluh ribu. Setelah itu para driver sudah 
























Gambar 4.3 : Surat Keterangan Kemitraan Go-Jek  
 
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018 
Pada hasil wawancara terhadap informan selaku driver, ditemukan 
bahwa terdapat Surat Keterangan Kemitraan yang harus ditanda tangani  
sebagai tanda bahwa para driver resmi menjadi mitra PT.Go-Jek Indonesia 
dan terdapat beberapa penjelasan dan juga keluhan dari para driver mengenai 
aturan yang terdapat didalam SKK tersebut. Akan tetapi, sistem yang berlaku 
tidak memberikan kesempatan kepada para calon mitra untuk bernegosiasi 
didalam kesepakatan yang dibuat. Berikut pernyataan dari para informan: 
“…Setelah itu nanti dikasih surat perjanjian dan dijelasin perjanjiannya 
dan tanda tangan di atas materai enam ribu, foto abis itu kita dijelassin 
tentang cicilan jaket dan helm dan dijelasin tentang pemakaian aplikasi 
dan zona-zona aman untuk beroperasi. Lalu kita harus mengaktifkan go-
pay di cimb niaga dengan minimal deposit lima puluh ribu. Terus besok 
udah bisa narik deh.” (M.Rizky Dwi Putera, driver) 
 
“Terus nanti ada surat keterangan kemitraan dan itu yang menjadi sebuah 
ikatan dari satu lembar surat. Setelah di verifikasi berkasnya, foto, terus 
aplikasinya diaktifkan dan diberikan buku pedoman. Aku awalnya gak 
ngerti dan rata-rata biasanya Tanya-tanya ke senior ini gimana ini gimana 
gitu. Jadi daftar, aktif, buat cimb niaga udah bisa kerja. Jaketnya dan 





















berhenti dari go-jek itu minta dikembalikan. Tapi yo, mana ada yang mau 
kembalikan. Dan setelah ngembalikan jaket uang itu gak dikembalikan. 
Kalau udah lunas sebenernya jadi hak milik kan ya karna udah dibeli..” 
(Moh. Fathoni, driver) 
Terdapat hal yang dikeluhkan oleh para driver Go-Jek mengenai SKK 
tersebut yaitu, terdapat kalimat yang mengatakan bahwa atribut jaket dan 
helm yang harus dicicil dari pemotongan deposit saldo driver meskipun sudah 
dibayar lunas ketika para driver sudah tidak lagi menjadi mitra atau 
berakhirnya mitra antara driver dengan PT.Go-Jek Indonesia maka atribut 
jaket dan helm akan selalu menjadi hak dan milik PT.Go-Jek Indonesia. 
Berikut hasil wawancara terhadap informan mengenai fenomena tersebut: 
“nah ini tidak boleh.. Kecuali ketika para driver mengembalikan ke 
perusahaan kemudian diganti dengan harga pasar atau harga 
kompensasi atau harga kesepakatan bersama ketika akad. Karena itu 
sudah menjadi hak milik, itu namanya mengambil hak orang secara batil 
yang termasuk didalam surat an-nisa ayat 29. Maka skema dalam 
pengembalian atribut ini harus diganti dalam hal yang lebih baik menurut 
syariah karena hal ini tidak bisa dibenarkan dalam kaidah fiqh manapun. 
Memang nama baik dalam islam itu boleh dijaga dan memang harus 
dijaga maka skema tersebut perlu diperbaiki menjadi lebih baik lagi” (Anas 
Budiarto, Akademisi) 
“…pada persyaratan itu mengatakan “harus” mengembalikan maka itu 
tidak boleh. Karena yang namanya akad membeli, ketika barang itu dijual 
dan sudah dibeli maka barang itu sudah menjadi hak pemilik pembeli jadi 
tidak ada urusan lagi dengan penjual.” (Fathur Rahman, Akademisi) 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa 
terdapat hal yang perlu diperbaiki dari SKK yang menjadi landasan kemitraan 
antara driver Go-Jek dengan PT.Go-jek Indonesia. Dimana SKK adalah hal 
yang fundamental didalam terbentuknya akad kemitraan. Jika dilihat dari dua 
sudut pandang yaitu, dari sudut pandang hukum perundang-undangan dan 
hukum syariah. Pada hukum perundang-undangan hal tersebut bukan 
menjadi suatu perkara yang dianggap salah. Karena, ketika driver sudah 
menandatangani SKK tersebut dapat diartikan bahwa driver tersebut sudah 





















halnya dengan hukum syariah, dimana pada hukum syariah terdapat aturan 
dan kaidah-kaidah fiqh yang harus diperhatikan dalam bermuamalah. Karena 
dalam prinsip syariah, kemaslahatan masing-masing pihak merupakan hal 
yang penting untuk dijaga.  
Beberapa hal yang perlu diperhatikan pula adalah kesetaraan dalam 
membentuk sebuah kemitraan, terdapat beberapa stigma dimasyarakat yang 
menganggap bahwa driver Go-Jek selaku pekerja. Salah satu penyebabnya 
adalah dikarenakan tidak adanya suara yang diberikan kepada pihak driver 
untuk bernegosiasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kemitraan. 
Seperti yang diungkapkan oleh informan sebagai berikut: 
“…akadnya itu mereka bilangnya kalau udah gak jadi mitranya ya 
dikembalikan. Ya mereka udah buat syarat secara sepihak jadi gak ada 
tawar menawar. Kalau mau jadi mitra ya ikutin persyaratan kalau enggak 
yaudah.” (Moh.Fathoni,driver) 
“sejatinya dalam mitra itu posisinya tidak ada atasan dan bawahan, tidak 
ad bos dan karyawan karena ini mitra. Kecuali ijarah, kalau ijarah dibayar” 
(Anas Budiarto, Akademisi) 
Hal tersebut menjadi sebuah pandangan baru untuk masyarakat, dan 
juga perusahaan untuk terus memperbaiki dan memberikan inovasi-inovasi 
terhadap regulasi yang menjunjung kemaslahatan dan juga memberikan 
manfaat terhadap lingkungan hidup sekitar. Akan tetapi, meskipun terdapat 
beberapa pandangan yang mengatakan bahwa hal tersebut memberatkan 
sebelah pihak (driver) jika fenomena ini dilihat dari sudut pandang pihak 
lainnya (PT.Go-Jek Indonesia) hal tersebut juga memiliki landasan yang 
menjadikan hal tersebut terjadi sekarang ini. Berdasarkan Hasil wawancara 
dengan salah satu informan peneliti yang menyatakan hal sebagai berikut: 
“…Lalu bagaimana ketika akad tidak ada celah untuk bernegosiasi? 
Seharusnya didalam fiqh itu memang harus ada yang namanya 
kesepakatan bersama dengan adanya negosiasi didalamnya. Akan 





















yang boleh dilegalkan menjadi hukum syaratnya dia (‘urf) tidak 
berlawanan dengan syariah kemudian dia (‘urf) bersifat umum dan 
berlaku terus menerus. Sebagai contoh dulu saya pernah melakukan 
mudharabah dengan bank syariah yang disana saya tidak dapat 
bernegosiasi dan sudah ditentukan nisbah bagi hasil sebesar 49%:51% 
oleh bank. Itulah contoh ‘urf karna memang biasanya bank yang 
mempunyai kalkulasi finansial yang kuat, analisis yang baik dan 
seterusnya. Sedangkan kita tidak punya skill tersebut nah, itulah yang 
disebut ‘urf untuk kebaikan bersama. jika bank mengalami kerugian maka 
kita selaku masyarakat pula yang kena imbasnya. Jadi mereka yang bisa 
kalkulasikan hal tersebut. Apalagi seorang ojek yang tidak punya skill 
tersebut nah hal itu lah yang menyebabkan dizaman ini akad syariah 
diikuti dengan ‘urf atau tradisi yang sesuai syariah. Insya’allah walaupun 
kaidah aslinya harus adanya negosiasi akan tetapi dengan adanya tradisi 
yang tidak menyalahi syariah diperbolehkan.” (Anas Budiarto, 2018) 
Dengan pernyataan tersebut yang menjelaskan pula kaidah fiqh ‘urf 
yang dapat diartikan dengan tradisi yang sesuai syariah maka suatu akad 
yang didasari dengan ketentuan sebelah pihak bukan berarti dapat dikatakan 
itu tidak benar. Terlebih lagi penjelasan yang diberikan oleh informan adalah 
logika yang dapat diterima dengan rasionalisasi mengenai skill tiap individu 
yang berbeda maka proporsi kerja yang dapat ditanggung masing-masing 
individu pun berbeda pula. 
Berdasarkan fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 pada poin 
ketujuh yang berisikan aturan-aturan yang mengatur mengenai kegiatan 
usaha yang harus dipenuhi dalam kegiatannya. Poin ketujuh nomor 1 yang 
berbunyi, “usaha yang dilakukan syarik (mitra) harus usaha yang halal dan 
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku”. Maka dari hal ini terdapat ketidaksesuaian antara 
fatwa dengan pengimplementasian dari kegiatan kontrak yang dilakukan. 
Maka dari itu perbaikan dalam hal kontrak yang telah disebutkan dirasa sangat 
perlu demi menjaga kebaikan bersama. 
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan driver menunjukkan 





















Indonesia akan berakhir ketika para driver melanggar ketentuan dan syarat-
syarat yang tertera di dalam aplikasi Go-Jek dan salah satunya adalah tidak 
mengaktifkan aplikasi selama 1 bulan. Berikut pernyataan salah satu informan 
selaku driver PT.Go-Jek Indonesia: 
“itu kalau kita melanggar peraturan kayak fake order, dll. Tp 
sepengetahuanku maksimal kalau sebulan gak narik itu akan di non-
aktifkan. Karna kan ya gak aktif. Ya jadi kalau gak mau non-aktif ya 
minimal dapet 1 order.” (Moh. Fathoni, 2018) 
Dalam syarat dan ketentuan yang tertera pada aplikasi Go-Jek juga 
menerangkan bahwa terdapat bonus atau biasa dikenal sebagai perfoming 
fee yang akan didapatkan oleh driver ketika melakukan beberapa pekerjaan 
yang ditawarkan untuk mendapatkan bonus/insentif atas kerja kerasnya. Hal 
ini juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Para ahli fikih menggunakan 
quran surat Al-Qashash (28): 26-27: 
بَتِ  قَالَۡت 
َ
أ َما َي َٰٓ َ َخۡيَه َمِن  رِِجۡهُّۖ  ۡسَت ٱ إِۡحَدى هُّ َ ۡسَت ٱإِن  ُّ ٱ رَِجۡه ِمينُّ ٱ ۡلَقوِي 
َ













َٰٓ أ ۡتَمۡمَت َعۡشٗها فَِمۡن ِعنِدَك  َوَما
َ




َلي َٰٓ أ رِجِ َه َتۡيِن َع نِيَٰٓ ۡيَك  َسَت دُّ
ََٰٓء  ُّ ٱإِن َشا َ َ لِِحينَ ٱِمَن  لل    ٦٢ لص 
Artinya: “(26) Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya 
orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang 
yang kuat lagi dapat dipercaya. (27) Berkatalah dia (Syu´aib): "Sesungguhnya 
aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku 
ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu 





















aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku 
termasuk orang-orang yang baik" 
Para ahli fikih menjelaskan bahwa dari dalil tersebut menganalogikan suatu 
kontrak kerja yang dilakukan para kedua belah pihak antara nabi Syu’aib 
dengan Musa A.S. dimana dalam kontrak tersebut mengatakan bahwa Musa 
bekerja selama 8 tahun akan tetapi nabi Syu’aib akan memberikan “bonus” 
jikalau musa bekerja lagi selama 10 tahun yaitu dapat menikahi salah satu 
anak nabi Syu’aib. Atas dasar hal inilah bonus/insentif atau yang bisa disebut 
performing fee tidak menjadi masalah dalam kemitraan Go-Jek ini.  
4) Setelah driver resmi menjadi mitra dari PT.Go-Jek Indonesia, para driver sudah 
bisa memulai menerima order mengatasnamakan Go-Jek yang langsung 
didapatkan melalui aplikasi Go-Jek. Setiap driver menerima order dan 
menyelasikan order yang diterima makan secara otomatis pendapatan 
tersebut akan dibagi hasilnya dengan PT.Go-jek Indonesia dengan 
perbandingan 80% untuk driver dan 20% untuk PT.Go-Jek Indonesia.  
Dari hasil observasi terhadap driver Go-Jek yang beroperasi di wilayah 
Malang dan sekitarnya. Menunjukkan bahwa, seorang driver yang sudah resmi 
menjadi mitra PT.Go-Jek Indonesia memiliki izin untuk melakukan usaha 
mengatasnamakan entitas syirkah yaitu dengan atribut helm beserta jaket Go-
Jek Indonesia. Hal tersebut dijelaskan pada pernyataan Bapak Anas Budiarto 
sebagai berikut: 
“…bahwa setiap pihak boleh melakukan kegiatan atas nama syirkahnya 
akan tetapi tetap memperhatikan kepentingan pihak yang lain misalnya 
kita tidak boleh membuka rahasia perusahaan, dll. Akan tetapi kita boleh 
melakukan kontrak atas nama syirkah kita. Kalau didalam konvensional, 
pihak yang dapat mengganti nama syirkah, berhak menentukan pimpinan 
itu dilakukan oleh pihak yang memiliki saham terbesar tapi kalau didalam 
Islam melalui musyawarah tidak ada yang memilik hak lebih untuk 






















Temuan ini sesuai dengan fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 
pada poin ketujuh mengenai ketentuan kegiatan usaha. Dimana terdapat 
beberapa hal yang termuat didalamnya yaitu sebagai berikut: 
a. Usaha yang dilakukan syarik (mitra) harus usaha yang halal dan sesuai 
dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
b. Syarik (mitra) dalam melakukan usaha syirkah harus atas nama entitas 
syirkah, tidak boleh atas nama diri sendiri. 
c. Para syarik (mitra) tidak boleh meminjam, meminjamkan, 
menyumbangkan, atau menghadiahkan ra’s al-mal dan keuntungan 
kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan mitra-mitra. 
d. Syarik (mitra) dalam melakukan usaha syirkah, tidak boleh melakuka  
perbuatan yang termasuk al-ta’addi, at-taqshir, dan/atau mukhalafat 
asy-syuruth. 
Dalam hal ini dapat diketahui bahwa selaku mitra (driver) dapat 
melakukan usaha syirkah dengan menggunakan entitas syirkah yaitu atribut 
Go-Jek dan nama baik Go-Jek. Dalam hal ini pula, dapat diketahui bahwa 
kegiatan usaha yang dilakukan oleh driver Go-Jek selaku mitra dari PT.Go-Jek 
Indonesia sudah memenuhi ketentuan berdasarkan fatwa DSN MUI 
No.114/DSN-MUI/IX/2017. 
 
Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan yang menyatakan 
hal serupa mengenai nisbah bagi hasil dengan mekanisme yang dijalankan 
oleh PT.Go-Jek Indonesia terhadap mitranya (driver) yang berbunyi sebagai 
berikut: 






















Menurut fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 poin keenam yang 
menjelaskan secara rinci mengenai ketentuan nisbah bagi hasil. Beberapa hal 
yang termuat didalam poin adalah tersebut sebagai berikut: 
a. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan 
dinyatakan secara jelas dalam akad. 
b. Nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah-proporsional atau dalam 
bentuk nisbah-kesepakatan 
c. Nisbah sebagaimana angka 2 dinyatakan dalam bentuk angka 
persentase terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk 
nominal atau angka persentase dari modal usaha. 
d. Nisbah-kesepakatan sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan 
angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat 
diterima oleh salah satu mitra atau mitra tertentu 
e. Nisbah-kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk 
multinisbah(berjenjang/tiering). 
f. Nisbah-kesepakatan boleh diubah sesuai kesepakatan. 
Pada poin keenam membuktikan bahwa PT.Go-Jek Indonesia sudah 
sesuai akan fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 dengan menggunakan 
sistem atau metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan 
secara jelas dalam akad. Nisbah bagi hasil yang digunakan oleh pihak mitra 
(driver) dengan PT.Go-Jek Indonesia adalah nisbah-kesepakatan. 
Pernyataan nisbah bagi hasil antara mitra (driver) dengan PT.Go-Jek 
Indonesia tercantum didalam  ketentuan yang ada di dalam aplikasi Go-Jek. 
Untuk poin keenam nomor enam yang menyatakan bahwa nisbah-
kesepakatan boleh diubah sesuai kesepakatan sejauh ini belum pernah terjadi 
untuk personal ke personal. Dikarenakan PT.Go-Jek Indonesia memiliki 





















ditentukan tidak merugikan salah satu pihak maka hal tersebut masih 
diperbolehkan.  Maka dari itu, untuk poin keenam mengenai ketentuan Nisbah 
Bagi Hasil antara driver dengan PT.Go-Jek Indonesia sudah sesuai dengan 
fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 
 
5) Selama melakukan kegiatan syirkah tidak jarang beberapa driver mengalami 
kerugian yang dikarenakan fake order, kecelakaan, dll. maka hal tersebut juga 
akan dibagi profit loss sharing dengan PT.Go-Jek Indonesia 
 
Gambar 4.4 : Kartu Go-protect Go-Jek 
 
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018 
 
Menurut pernyataan dari informan, terdapat skema dalam hal 
penanggulangan kerugian yang terjadi tanpa disengaja. Semisal terjadi fake 
order, maupun kecelakaan. Berikut pernyataan para informan: 
“kemaren sih bilangnya gini, misal motor hilang dicuri. Nanti go-protect 





















2.5jt. yaa buat dp motor lagilah hahaha. Go-protect itu bayarnya lima 
belas ribu per bulan.” (Moh.Fathoni, driver) 
 
“Kalau kecelakaan itu  ada asuransinya dari go-jek. Kalau fake order 
tinggal dibawa ke kantor. Nanti claim penipuan. Jadi uangnya 
dikembalikan dari go-jeknya.” (M.Rizky Dwi Putera, driver) 
Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kemitraan 
yang dilakukakn oleh driver Go-Jek dengan PT.Go-Jek Indonesia 
menggunakan skema profit loss sharing. Hal tersebut sesuai dengan yang 
dinyatakan oleh Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang dikutip 
oleh Bank Indonesia bahwa syirkah atau musyarakah adalah saling bekerja 
sama, berserikat, berkongsi, bermitra (cooperation, partnership); pembiayaan 
dilakukan berdasarkan akad yang telah disetujui oleh kedua belah pihak atau 
lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memiliki andil 
dalam modal dengan ketentuan bahwa profit yang didapat akan dibagi 
berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Begitu pula dengan 
kerugian yang ditanggung oleh kedua belah pihak sebesar partisipasi modal 
yang disertakan dalam usaha.  
Meninjau pernyataan dari informan yang dikaitkan pada poin 
kedelapan dalam fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 yang memuat 
mengenai ketentuan keuntungan (al-ribh), kerugian (al-khasarah) dan 
pembagiannya. Berikut isi dari fatwa tersebut: 
a. Keuntungan usaha syirkah harus dihitung dengan jelas untuk 
menghidarkan perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi 
keuntungan atau penghentian musyarakah 
b. Seluruh keuntungan usaha syirkah harus dibagikan berdasarkan 
nisbah-proporsional atau nisbah-kesepakatan, dan tidak boleh ada 
sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan di awal yang ditetapkan 





















c. Salah satu syarik boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi 
jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya. 
d. Keuntungan usaha (ar-ribh) bolehb dibagikan sekaligus pada saat 
berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan dalam 
akad. 
e. Kerugian usaha syirkah wajib ditanggung (menjadi beban) para syarik 
secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang 
disertakannya. 
f. Dalam syirkah ‘abdan dan syirkah wujuh wajib dicantumkan komitmen 
para syarik untuk menanggung resiko/kerugian dalam porsi yang sama 
atau porsi yang berbeda dengan nisbah bagi hasil yang berbentuk 
nisbah-kesepakatan.  
Temuan ini membuktikan bahwa dalam kemitraan antara driver Go-
Jek dengan PT.Go-Jek Indonesia memakai sistem profit loss sharing yang 
dimana ketika para driver mengalami kerugian baik itu dalam hal pesanan 
palsu maupun kecelakaan, terdapat beberapa skema yang sudah disiapkan 
oleh pihak management untuk menanggulangi hal tersebut. Hal ini memiliki 
kesesuaian pada poin kedelapan nomor 5 yang menjelaskan mengenai 
kerugian. Dalam hal ini dapat dikatakan terdapat kesesuaian praktik 
penanggulangan kerugian yang dilakukan Go-Jek dengan ketentuan 
berdasarkan fatwa DSN MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017.  
 
4.3. Ringkasan Analisis Kesesuaian Prinsip Syariah pada Proses Kemitraaan 
(Syirkah) antara Driver Go-Jek dengan PT.Go-Jek Indonesia 
Pada ringkasan analisis kesesuaian prinsip syariah pada proses kemitraan 
antara driver Go-Jek dengan PT.Go-Jek Indonesia didapatkan dari hasil pada 





















kesesuaian prinsip syariah pada setiap tahapannya, teori atau konsep kemitraan 
(syirkah), hasil temuan, dan menginterpretasikan sehingga dapat ditarik 
kesimpulan. 
Dalam penelitian ini terdapat beberapa temuan yang akan diuraikan menurut 
pandangan kesesuaian prinsip syariah pada proses kemitraan dalam setiap 
tahapan, diantaranya rukun dan syarat syirkah, tahap open join venture mitra, 
tahap pemenuhan berkas, tahap kontrak, tahap asset dan nisbah bagi hasil, dan 
tahap penanggulangan kerugian. Selanjutnya dihubungkan dengan teori yang ada 
yaitu pada poin rukun dan syarat syirkah dengan pemenuhan toeri atau konsep 
rukun dan syarat syirkah, sedangkan tahap proses kemitraan berdasarkan 
kesesuaian fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017. 
Hasil temuan yang didapatkan dari lapangan beserta informan yang 
menunjukkan fakta dan terdapat kesesuaian dengan teori yang telah disebutkan 
sebelumnya dan menjelaskan tentang proses kemitraan (syirkah) yang telah 
diterapkan untuk dapat memberikan gambaran atau menjelaskan hasil temuan 
secara lebih jelas. 
Dengan menghubungkan antara teori atau konsep syirkah yang dilakukan 
oleh PT.Go-Jek Indonesia dengan melihat mekanisme serta proses kemitraan 
dilapangan, akan memberikan hasil temuan dan menginterpretasikan sehingga 
diperoleh kesimpulan dalam penelitian ini. Agar lebih memudahkan pembaca 































Temuan Interpretasi Kesimpulan 
1 Rukun dan Syarat 
Syirkah 
a. Pada umumnya rukun 
syirkah ada tiga yaitu: 
1) Sighat atau ijab 
qabul 
2) Adanya orang yang 
melakukan akad 
3) Objek akad yaitu 
modal dan bentuk 
kerja 
a. Rukun dan syarat 
dalam akad syirkah 
yang ada pada 
kemitraan antara 
driver Go-Jek dengan 
PT.Go-Jek Indonesia 
telah terpenuhi 
kerena  adanya 3 poin 
yang menjadi 
landasan bermitra 
yaitu adanya sighat 
atau ijab qabul, 
adanya orang yang 
melakukan akad, dan 
adanya objek akad 
yang di syirkah-kan 
a. Terdapatnya ijab dan 
qabul yang ditandai 
dengan tanda tangan 
pada Surat Keterangan 
Kemitraan (SKK). Adanya 
orang yang melakukan 
akad yaitu pihak mitra 
(driver) dan pihak PT.Go-
Jek Indonesia. Objek yan 
di akad-kan untuk menjadi 
modal dari pihak mitra 
(driver) berupa kendaraan 
dan juga keterampilan 
berkendara. Sedangkan 
pada pihak PT.Go-Jek 
Indonesia memberikan 
Pada rukun dan syarat 
syirkah dalam kemitraan 
PT.Go-Jek Indonesia 
dengan driver Go-Jek 



























Temuan Interpretasi Kesimpulan 
aplikasi sebagai modal 
serta akses kepada 
penumpang untuk para 
mitra yang bergabung 
2 Tahap Open joint 
venture mitra 
Al-Quran Surat An-Nisa ayat 
12, dan surat Ash-Shad ayat 
24 yang intinya bahwa 
manusia dianjurkan untuk 
melakukan kemitraan dan 
tidak berbuat zalm terhadap 
sesamanya 
Pembukaan open joint 




c. Baliho, dll 
Dalam tahap ini merupakan 
tahap awal untuk PT.Go-Jek 
Indonesia melakukan 
kemitraan dengan calon mitra 
yang harus mengajukan diri 
kepada perusahaan untuk 
dapat diolah datanya dan di 
konfirmasi untuk dapat 
melanjutkan tahap 
selanjutnya 
Pada tahap ini belum terjadi 
kontak dengan calon mitra 
secara langsug dan masih 
dapat dikatakan sesuai 
dengan kaidah dan 




a. Fatwa DSN MUI 
No.114/DSN-
MUI/IX/2017 pada poin 
Terdapat syarat-syarat 
untuk menjadi mitra 
(driver) yang didalamnya 
terdapat beberapa hal  
a. Akad syirkah dilakukan 
oleh pihak PT.Go-Jek 
Indonesia dengan 
memberikan aturan dan 
Pada tahap ini merupakan 
tahap pengecekan dan juga 
pemenuhan seorang calon 


























Temuan Interpretasi Kesimpulan 
ketiga mengenai 
ketentuan sighat akad  
b. Fatwa DSN MUI 
No.114/DSN-
MUI/IX/2017 pada poin 
keempat mengenai 
ketentuan para pihak 
yang melakukan akad 
c. Fatwa DSN MUI 
No.114/DSN-
MUI/IX/2017 pada poin 
kelima mengenai 
ketentuan ra’s al-mal 
(modal) 
penting dalam suatu 
akad, yaitu 
a. Terdapat akad 
syirkah yang 
nyatakan dengan 
jelas, tertulis serta 
diterima oleh para 
mitra 
b. Terdapat ketentuan 
para pihak (Subyek) 
c. Terdapat modal yang 
disyirkah-kan 
syarat-syarat yang harus 
dipenuhi oleh calon mitra 
(driver) yang secara jelas 
dan tertulis seperti yang 
ditunjukkan pada gambar 
4.2  
b. Terdapat kriteria yang 
harus dipenuhi oleh calon 
mitra dengan 
membuktikan komptensi 
individu dan dapat 
dinyatakan sudah cakap 
hukum dan memiliki 
kemampuan yang 
ditandai dengan adanya 
KTP dan SIM   
c. Sesuatu yang dijadikan 
modal oleh kedua belah 
kecakapan hukum, 
kemampuan dan juga 
mengenai modal yang akan 
disyirkah-kan dan sejauh ini 
pengaplikasian akad 
tertulis, ketentuan subyek, 
dan juga modal sudah 




























Temuan Interpretasi Kesimpulan 




merupakan modal yang 
diberikan dari pihak driver 
sedangkan teknologi 
(aplikasi) maupun akses 
terhadap para konsumen 
menjadi modal yang 
diberikan oleh pihak 
PT.Go-Jek Indonesia  
4 Tahap Kontrak Fatwa DSN MUI 
No.114/DSN-MUI/IX/2017 
poin ketujuh yang 
menjelaskan mengenai 
ketentuan kegiatan usaha 
nomor 1 yang mengatakan 
a. Terdapat Surat 
Keterangan 
Kemitraan (SKK) 
yang menjadi ikatan 
kemitraan antara 
a. Setelah semua berkas 
sebelumnya sudah 
terpenuhi maka para 
calon mitra (driver) 
diberikan SKK sebagai 
tanda bahwa driver 
Dalam kontrak yang 
dilakukan antara driver 
dengan PT.Go-Jek 
Indonesia terdapat bebrapa 



























Temuan Interpretasi Kesimpulan 
setiap usaha yang dilakukan 
syarik (mitra) harus usaha 
yang halal dan sesuai 
dengan prinsip-prinsip 





b. Ketentuan untuk 
mengembaliikkan 
atribut Go-Jek yang 
sudah dicicil ketika 
sudah tidak menjadi 
mitra 
c. Tidak adanya 
kemampuan untuk 
bernegosiasi dengan 
aturan yang sudah 
dibuat 
tersebut resmi menjadi 
mitra dari PT.Go-Jek 
Indonesia. Dimana 
didalam SKK terdiri dari 
biodata mitra beserta 
penjelasan mengenai 
cicilan atribut Go-Jek 
b. Pada SKK tersebut 
terdapat kalimat yang 
menyatakan bahwa ketika 
para driver yang sudah 
tidak menjadi mitra dari 
PT.Go-Jek Indonesia 
harus mengembalikkan 
atribut yang sudah dicicil 
baik itu sudah lunas 
maupun belum lunas. 
Karena pada SKK 
hukum syariah terdapat hal 
yang batil dari kontrak 
khususnya mengenai 
diharuskannya 
pegembalian atribut tanpa 
adnya kompensasi dari 
PT.Go-Jek Indoensia. 
Kemudian, tidak adanya 
negosiasi didalam 
kemitraan yang dijalankan 
masih tetap berada didalam 
hukum syariah yaitu ‘urf 



























Temuan Interpretasi Kesimpulan 
tersebut menyatakan 
segala bentuk atribut Go-
Jek akan selalu menjadi 
milik Go-Jek  
c. Dalam melakukan suatu 
akad kerjasama, sejatinya 
mitra memiliki kedudukan 
yang sama satu dengan 
yang lainnya dan memiliki 
kemampuan untuk 
menentukan kebijakan 
yang akan dibuat. Akan 
tetapi hal tersebut tidak 
terdapat didalam 
kemitraan PT.Go-Jek 
Indonesia. Tidak adanya 
hal tersebut bukan berarti 


























Temuan Interpretasi Kesimpulan 
karna didalam kaidah fiqh 
ada yang disebut dengan 
‘urf yaitu tradisi yang tidak 
menentang prinsip 
syariah dan perundang-
undangan yang berlaku. 
5 Tahap Aset dan 
Nisbah Bagi Hasil  





kegiatan usaha nomor 2 
yang mengatakan dalam 
melakukan usah syirkah 
harus atas nama entitas 
syirkah, tidak boleh atas 
nama diri sendiri 







a. Segala bentuk kegiatan 
yang berkaitan dengan 
kegiatan syirkah maka 
tiap mitra harus 
mengatasnamakan 
entitas syirkah yang 
dalam hal ini yaitu Go-Jek 
b. Pembagian nisbah bagi 
hasil yang telah disepakati 
oleh pihak driver dengan 
PT.Go-Jek Indonesia 
adalah sebesar 80% 
Pada tahap ini menjelaskan 
bahwa mitra harus selalu 
menggunakan entitas 
syirkah apapun yang terjadi 
ketika sedang melakukan 
kegiatan syirkah dan 
pembagian hasil yang 
didapatkan kedua belah 
pihak telah disepakati 
kedua belah pihak dengan 


























Temuan Interpretasi Kesimpulan 





ketentuan nisbah bagi 
hasil 
untuk driver dan 20% 
untuk PT.Go-Jek 
Indonesia yang telah 
tertulis didalam peraturan 
di aplikasi Go-Jek  









keuntungan, kerugian dan 
pembagiannya nomor 5 
yang mengatakan bahwa 
kerugian usaha syirkah 
wajib ditanggung (menjadi 
beban para syarik secara 
proporsional sesuai dengan 
a. Terdapat skema 
claim 
b. Terdapat skema 
asuransi dari PT.Go-
Jek Indoneia 
a. Banyak para driver 
mengalami kerugian 
diakibatkan oleh pihak 
yang tidak bertanggung 
jawab dengan meng-
cancel pesanan dan 
bahkan ada beberapa 
fenomena yang hanya 
ingin menjahili para driver 
dengan memesan Go-Jek 
akan tetapi memberikan 
Kesimpulan dari tahap ini 
adalah  adanya loss sharing 
terhadap kedua belah pihak 
yang melakukan akad 
syirkah dan hal tersebut 
sesuai dengan prinsip 



























Temuan Interpretasi Kesimpulan 
porsi modal usaha yang 
disertakannya 
alamat yang salah 
ataupun memesan 




membuat rugi para driver. 
Akan tetapi hal tersebut 
sudah dibackup oleh 
skema untuk mengclaim 
kerugian jika fake order 
khususnya pada fitur Go-
Food 
b. Selaku mitra sudah 
selayaknya mendapatkan 
keuntungan bersama dan 
kerugian bersama. ketika 






























syirkah maka hal tersebut 
sudah diantisipasi oleh 
pihak PT.Go-Jek 
Indonesia dengan adanya 

























Berdasarkan hasil temuan lapangan dan uraian pembahasan yang sudah 
dijelaskan pad bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai 
kesesuaian prinsip syariah pada proses kemitraan driver Go-Jek dengan 
PT.Go.Jek Indonesia. Lebih lanjut hasil penelitian ini membawa pada beberapa 
kesimpulan yakni: 
1. Dalam melakukan kegiatannya, driver Go-Jek memiliki status 
kemitraan dengan PT.Go-Jek Indonesia yang dalam kaidah Islam 
dapat digolongkan menjadi akad syirkah (kemitraan). Terdapat rukun 
dan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan akad kemitraan 
yaitu, adanya ijab qabul, orang yang berakad, dan objek yang menjadi 
modal syirkah. Ketiga poin tersebut sudah terpenuhi dalam praktik 
kemitraan yang telah dilakukan oleh driver Go-Jek dengan PT.Go-Jek 
Indonesia. 
2. Proses calon mitra (driver) untuk mengajukan diri yang terdapat pada 
poin Surat Keterangan Kemitraan (SKK) memiliki ketidaksesuaian 
dalam sudut pandang kaidah fiqh syariah. Hal tersebut dikarenakan 
terdapat ketentuan yang memberatkan salah satu pihak (driver) dan  
berdasarkan kaidah fiqh hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan 
syariah serta sejatinya didalam melakukan akad syirkah terdapat 
negosiasi di dalamnya. Akan tetapi hal tersebut diperbolehkan karena 























3. Pelaksanaan akad kemitraan yang dilakukan oleh driver dengan 
PT.Go-Jek Indonesia secara keseluruhan memiliki kesesuaian dengan 
Fatwa DSN MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 mengenai akad syirkah. 
 
5.2. Saran  
Berdasarkan kesimpulan yang telah diungkapkan di atas, maka beberapa 
saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini antara lain: 
1. Perlu adanya perbaikan mengenai SKK yang berlaku. Khususnya 
mengenai pengembalian atribut Go-Jek ketika berakhirnya kemitraan. 
Hal tersebut sangat tidak sesuai dengan kaidah fiqh yang ada. 
beberapa skema yang dapat digunakan untuk memperbaiki hal 
tersebut dapat berupa merubah sistem pengembalian dengan adanya 
kompensasi dari PT.Go-Jek kepada para driver atau dengan skema 
buyback dengan harga yang sudah disepakati diawal. 
2. Perlu adanya ruang untuk para mitra (driver) agar dapat menyuarakan 
pendapat baik mengenai nisbah bagi hasil ataupun ketentuan-
ketentuan yang dibuat dalam melaksanakan kemitraan. karena 
sejatinya kedudukan mitra adalah setara. 
3. Pentingnya menjaga keamanan dan kelangsungan operasional para 
driver dari adanya fake order. Maka dari itu perlu adanya inovasi-
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%E DEWAN SYARIAH NASIONAT MUINational Sharia Board - lndonesian Council of Ulama
Sekretariat:Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-JakartaPusat 10320 Telp. :(021)3904146Fax.:(021)31903288
FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA
NO: 1 1 4IDSN-MUL|IXJ2A|T
Tentang
AKAD SYIRKAH
#3 ,;:1r +r ri
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,
Menimbang a. bahwa masyarakat memerlukan panduan dalam rangka
mempraktikkan akad syirkah terkait kegiatan usaha atau bisnis;
b. bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait syirkah,baik
untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun
aktivitas bisnis lainny4 rulmun belum menetapkan fatwa tenkng
akad syirkoh untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk;
c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN MUI
memandang perlu untuk menetapkan fatvra tentang Akad Syirkah
untuk dijadikan pedoman.
l. Firman Allah SWT:
a. Q.S. Shad (38): 24:
tkS*i e;it'yt,# *b W ;# r&r Uv;K'bf;,..
...ii v [wi qqal
"... Sungguh banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu
berbuat zalim kepada sebagian lain, kpcuali orang-orang yang
beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlsh
mereka ini.... "
b. Q.S.Al-Maidah (5): 1:
... *vi;,Vi *t Sit du
"Hoi, orangyang beriman! Penuhilsh akad-akad itu ...."
2. Hadis Nabi SAW:
a. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah:
'at; t;g ,+Q 6'-6i # i " 6:-At u.c tn ,$*" ;r;u ar 3t
.W bir*?4\b\A'-6i
Mengingat



















"Allah SW berfirmctn, 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang
yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati
pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku
keluar dari mereka'."
b. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya 'Amr bin 'Auf al-
Muzani, dan nwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah
bin'Amr bin'Auf r.a.:
5,;1xig vY, 'Jri Si |tt, (? t>L? il ;*p:jr fi fiv {Ar
.vtf ,,Fi ji \), i" \bie \tihi, &
"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk
mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh
yang mengharamknn yang halal atau menghalqlkan yang haram;
dqn kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali
syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang
3. Taqrir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh
masyarakat pada saat itu.
4. Ijma' ulama atas bolehnya musyaraknh.
5. Kaidah fikih:
,4;t ,c 5X,;3+ Siit .-r;vi e'vr6rir C'k\t
"Pada dosarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali
ada dalil yong mengharamkannya."
Memperhatikan : 1. Surat dari Permata Bank Syariah Nomor 28ISYA-PRODUCT/
VIU2017 tanggal 28 Juli 2017 perihal Permohonan Fatwa Dewan
Sy ar i ah N a s ional - Maj el i s Ul ama Indone s ia;
2. Pendapat dan saran Working Group Perbankan Syariah (WGPS)
yang terdiri atas DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan
Standar Akuntansi Syariah IAI (DSAS-IAI), dan Mahkamah Agung
(MA) padatanggal 07 September20lT dilakarta;
3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis





FATWA TENTANG AKAD SYIRKAH
Ketentuan Umum
1. Akad syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih
untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan
kontribusi dana/modal usaha (ra's al-mal) dengan ketentuan bahwa
keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara
proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak




















secara proporsional. Syirkah ini merupakan salah satu bentuk
Syirkah amwal dan dikenal dengan nama syirkah inan.
Syarik adalah mitra atau pihak yang melakukan akad syirkah, baik
berupa orang (sy akhs hiy ah thab i' iyah/natuurl ij ke p e r s oon) maupun
yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun
tidak berbadan hukum (syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah
hulcrniy ah/r e cht s per s on).
Ra's al-mal (dlll cri-r) adalah modal usaha berupa harta kekayaan
(cJt-yi-rJu; yang disatukan yang berasal danparu syarik.
Syirkah amwal (cJl3.Yl AS3) adalah syirkah yang ra's al-mal-nya
berupa harta kekayaan (rJl;,"i-gJu) dalam bentuk uang atau barang.
Syirkah 'abdan/syirkah a'mal (d-'Yl isi-ul!.'Yl lsi) adalah
syirkah yang ra's al-mal-nya bukan berupa harta kekayaan (dli^i-
JL) namun dalam bentuk keahlian atau keterampilan usaha/kerja,
termasuk komitmen untuk menunaikan kewajiban syirkah kepada
pihak lain berdasarkan kesepakatan atau proporsional.
Syirknh wujuh ('r+-Cl +S;r*) adalah syirkah yang ra's al-mal-nya
bukan berupa harta kekayaan (dliri-&) nu*un dalam bentuk
reputasi atau nama baik salah satu atau seluruh syarik, termasuk
komitmen untuk menunaikan kewajiban syirkah kepada pihak lain
berdasarkan kesepakatan atau proporsional.
Taqwim al-'urudh (.p:r'.lt d:s) adalah penaksiran batang untuk
diketahui nilai atau harganya.
Nisbah bagi hasil - dapatjuga disingkat nisbah - adalah perbandingan
yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi
hasil usaha, baik nisbah-proporsional maupun nisbah-kesepakatan.
Nisbah-proporsional adalah nisbah atas dasar porsi ra's al-mal para
pihak (syarik) dalam syirkah yang dijadikan dasar untuk membagi
keuntungan dan kerugian.
Nisbah-kesepakatan adalah nisbah atas dasar kesepakatan (bukan
atas dasar porsi ra's al-ma[) yang dijadikan dasar untuk membagi
keuntungan.
Syirkah da'imah 6"ihll asJ.ill) atau syirkah tsabitah (nt5Jl asJ"iJl)
adalah syirkah yang kepemilikan porsi ra's al-mal setiap syarik
tidak mengalami perubahan sejak akad syirkah dimulai sampai
dengan berakhirnya akad syirkah, baik jangka waktunya dibatasi
(syirkah mu'aqqatah-stil asr,ill) maupun tidak dibatasi.
Musyarakoh mutanaqishah (*^itill ls;t&Jl) adalah syirkah yang
kepemilikan porsi ra's al-mal salah satu syarik berkurang


































14. Kerugian usaha (al-khasaraft-iJl-'rl!) musyarakah adalah hasil
usaha, di mana jumlah modal usaha (ra's al-ma[) yang
diinvestasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya-
biaya melebihi jumlah pendapatan.
15. At-ta'addi (*dl) adalah melakukan suatu perbuatan yang
seharusnya tidak dilakukan.
16. At+aqshir (;a'.-i$t) adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang
seharusnya diiakukan.
17. Mukhalafat asy-syuruth (L-r-r..it iiJl.^) adalah menyalahi isi
dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.
Ketentuan Hukum dan Bentuk Syirkah





5. Syirkah 'abdan/syirkah a'mal.
6. Syirknhwujuh.
Ketentuan Shighat Akad
1. Akad syirkah harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami
dan dimengerti, serta diterima oleh para mitra (syarik).
2. Akad syirkah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan
perbuatan/tindakan, serta dapat diiakukan secara elektronik sesuai
syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketentuan Para Pihak
1. Syarik (mitra) boleh berupa orang (syakhshiyah thabi'iyaW
natuurlijke persoon) atau yang disamakan dengan orang, baik
berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (syakhshiyah
i'tibariaWsyakhshiyah hul<rniyah/rechtsperson), berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Syarik (mitra) wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Syarik (mitra) wajib memiliki harta yang disertakan sebagai modal
usaha (ra's al-maf serta memiliki keahlian/keterampilan usaha.
Ketentuan Ru's Al-Mal
1. Modal usaha syirkah wajib diserahterimakan, baik secara tunai
maupun bertahap, sesuai kesepakatan.





















1. Modal usaha syirkah wajib diserahterimakan, baik secara tunai
maupun bertahap, sesuai kesepakatan.
2. Modal usaha syirkah boleh dalam bentuk harta (syirkah amwa[),
keahlian/keterampilan (syirkah'abdan), dan reputasi usaha/nama
baik (syirkah wujuh).
3. Modal usaha syirkah amwal pada dasamya wajib berupa uffig,
namun boleh juga berupabarang atau kombinasi antara uang dan
barang.
4. Jika modal usaha dalam bentuk barang, harus dilakukan taqwim al-
'urudh pada saat akad.
5. Modal usaha yang diserahkan oleh setiap syarik wajib dijelaskan
j umlah/nilai nominalnya.
6. Jenis mata uang yang digunakan sebagai ra's al-mal wajib
disepakati oleh para syarik.
7. Jika para syarik menyertakan ra's al-mal berupa mata uang yang
berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati
sebagai ra's al-mal pada saat akad.
8. Ra's al-mal tidak boleh dalam bentuk piutang.
Ketentuan Nisbah Bagi Hasil
1. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan
dinyatakan secara j elas dalam akad.
2. Nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah-proporsional atau
dalam bentuk ni sbah-kes epakatan.
3. Nisbah sebagaimana angka 2 dinyatakan dalam bentuk angka
persentase terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk
nominal atau angka persentase dari modal usaha.
4. Nisbah-kesepakatan sebagaimana angka 2 tidak boleh
menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan
hanya dapat diterima oleh salah satu mitra atau mitra tertentu.
5. Nisbah-kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk muitinisbah
(berj enj ang/r i e r i n g).
6. Nisbah-kesepakatan boleh diubah sesuai kesepakatan.
Ketentuan Kegiatan Usaha
1. Usaha yang dilakukan syarik (mitra) harus usaha yang halal dan
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
2. Syarik (mitra) dalam melakukan usaha syirkah harus atas nama
entitas syirkah, tidak boleh atas nama diri sendiri.





















4. Para syarik (mitra) tidak boleh meminjam, meminjamkan,
menyumbangkan, atau menghadiahkan ra's al-mal dan keuntungan
kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan mitra-mitra.
5. Syarik (mitra) dalam melakukan usaha syirkah, tidak boleh
melakukan perbuatan yang termasuk at-ta'addi, at-taqshir,
danl atau mu khal afat a sy - sy ur ut h.
: Ketentuan Keuntungan (Al-Ribh), Kerugian (al-Khasaroh) dan
Pembagiannya
1. Keuntungan usaha syirkah harus dihitung dengan jelas untuk
menghindarkan perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi
keuntungan atau penghentian musyarakah.
2. Seluruh keuntungan usaha syirkah harus dibagikan berdasarkan
nisbah-proporsional atau nisbah-kesepakatan, dan tidak boleh ada
sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan di awal yang
ditetapkan hanya untuk syarik tertentu.
3. Salah satu syarift boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan
melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan
kepadanya.
4. Keuntungan usaha (ar-ribh) boleh dibagikan sekaligus pada saat
berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan dalam
akad.
5. Kerugian usaha syirkah wajib ditanggung (menjadi beban) para
syarik secara proporsinal sesuai dengan porsi modal usaha yang
disertakannya.
6. Dalam syirkah 'abdan dan syirkah wuiuh wajib dicantumkan
komitmen para syarik untuk menanggung resiko/kerugian dalam
porsi yang sama atau porsi yang berbeda dengan nisbah bagi hasil
yang berbentuk nisbah-kesepakatan.
: Ketentuan Aktivitas dan Produk
1. Jika akad syirknh direalisasikan dalam bentuk pembiayaan, maka
berlaku dhawabith dan hudud sebagaimana terdapat dalam fatwa
DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan
Musyarakah.
2. Jika akad syirkah direalisasikan dalam bentuk pembiayaan
rekening koran syariah maka berlaku dhawabith dan hudud
sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 55/DSN-
MUIN1}}A7 &ntang Pembiayaan Rekening Koran Syariah
Musyarakah.
3. Jika akad syirkah direalisasikan dalam bentuk musyarakah
mutanaqishah maka berlaku dhawabith dan hudud sebagaimana




















tefiapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 73lDSN-MUllXIl2008
tentang Musyar afuih Mutanaqis hah.
4. Jika akad syirkah direalisasikan dalam bentuk pembiayaan
sindikasi maka berlaku dhuwabith dart hudud sebagaimana terdapat
dalam fatwa DSN-MUI Nomor gllDSN-MUIlnrZ}l4 tentang
Pembiayaan Sindikasi (Al -Tamwil Al - Mashrifi Al-Muj amma' ).
: Ketentuan Penutup
1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan
syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib
terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan
disempumakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Jakarta
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